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ABSTRAK

Mama c DEWIANA RASWINARNI
Program Studi : Magister Kenotaniatan
Judul : Kedudukan Dan Status Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dar

Perkawinan Yang Tidak Diterbitkan Akta Nikah Karena Alasan
Fasad (Analisis Terhadap Putusan Makamah Agung Nomor
417K6/AG/2003)

Kedudukan anak dslam perkawinan sangat penting karena berkaitan dengan
berbagai aspek yang terkait diantaranya hak nafkab, hak warls, hak asuh dan
sebapainya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebhagai suaroi istri dengan wijuan membentuk kelvarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun
demikian terhadap perkawinan yang melanggar larangan untuk melangsungkan
perkawinan karena masih memiliki hubungan darah tidak akan tercapai suatu
perkawinan vang ideal untuk membentuk keluarga (rumah tanggs) yang bahagia,
harmonis dan kekal, karena perkawinannya fidek memiliki kekuatan hukum
karena tidak diterbitkangya akia nikah scbagai bukti otentik teluh dilakukannyva
perkawinan. Oleh karena it bagaimana kedudukan dan status anak yang lahir dari
perkawinan yang tidak diterbitkan akta nikah karena alasan fasad dan upaya
hukum apa yang dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan anak yang lahir
dari perkawinan yang tidak diterbitkan akta nikah karena alagan fasad. Dengan
menggunakan metods penelitian  kepustakaan dengan pendekatan  yuridis
normatif, Penelitian ini mengamati dan mienganalisa mengenai kedudukan dan
status hukuny terhadap anzk vang lahir dari perkawinan vang tidak diterbitkan
akta nikah karena alasan fasad, dan upays hukem yang dapat dilakukan untuk
melindungi kepentingan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Dari hasil
penelitian yang dilakukan menyimpulkan babwa terhadap perkawinan vang tidak
diterbitkan akts mikah depgan alasan masth mempunyai hubungan darah
memberikan kedudukan yang Jemah terhadap anak yang dilahirkan karena
termasuk kategori amak Inar kawin yang secara hukum tidak mendapatkan
perlindungan yang selayaknya, upaya hukum vang dapat dilakukan juga sangai
terbatas mengingat lemabnya posisi perkawinan yang tidak diskui secara hukum.
Sebaiknya perlu ada pengesahan statos anak hasil perkawinan sedarah dengan
penetapan pengadilan demi terciptanya keadilan dan  pertindungan  hukum
terhadap anak yang dilahirkan. Disamping hw hendaknya Pemerintah segera
mengeluarkan Peraturan Pemernintah yang mengatur mengenai kedudukan anak
Tuar kawin, demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Kata kunci;
Perkawman, Perlindungan Anak, Akta Nikah
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ABSTRACT

Name : DEWIANA RASWINARNI]
Study Program  : Magistry of Notary
Title : Legal Position and Status of Children Bomn out of Marnage

for which a Marriage Certificate is not Issued due to Marital
Discord (An Analysis of Supreme Ceurt Ruling Number
417KIAG/2003)

Status of a child In a marriage proves 1o be very significant as it relates to
numerous aspects, including their rights to livelihood, inhertance and care and
nurture. Marriage represents a physical and mental bond berween a man and a
woman as husband and wife for the purpose of establishing a family (household)
under the belief in God Almighty. However, with respect to illegal mamage
involving a blood-related couple, an ideal mamage through which a happy,
harmonious and lasting family (hovsehold) is 1o grow will not be possible because
such marriage has no legal power with no marriage certificate serving as anthentic
proof. Questions remain as to the position and siatus of a child bors out of a
marriage for which a marriage certificate is not issued due to marital discord, and
legal actions to be taken to proteet the interests of a child bom out of a mamiage
for which a marrjage certificate is not issued due to marital discord Applying the
method of literary research and normative judicial approach, the study observed
and analyzed the legal status and position of children who are bom out of
marriages with no issued marriage certificate due t0 marital discord, and the legal
remedies available to protect the interests of children bom out of such marciages.
Results show that 2 marriage for which a marriage certificate i3 not issued because
of its incestuous nature provides these children inadequate proper legal protection
as they are considered out-of-wedlock progeny. Legal remedies are also extremely
limited considering the fact that such marriage holds a2 weak position and is not
recognized by the law.There should be a way to make legal by a court judgment
the status of z child bom out of an incestuous marriage to secure him/her justice
and legal protection. The government is also expected to pass a Government
Repulation stipulating the status of extramarital children for their best interests,

Keywords:
Marriage, Child Protection, Marriage Certificate
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Tuivan nasional sebagaimana ditegaskan di dalam Pembuokaan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 {selanjutnya disingkat UUD 1945} adalah
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa  serte  ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.! Tujuan nasional terscbut diwujudkan melalui
Pembangunan Nasional. Salah salu prioritas pembangunan nasional yaitu
meningkatkan keadilan dan penegakan hukum yang tercermin dan terciptanya
sistem hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif, serta yang
remberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

" Pembangunan tersebut mencakup pembinaan keluarga. Keluarga merupakan

unsur terkeci] dari masyarakat. Kesejahteraan, ketentraman dan keserasian

keluarga besar (bangse) sangat bergantung pada kesejahteraan, kelentraman
dan keserasian keluarga, keluarga terbentuk melalui perkawinan.

Perkawiman merupakan tali ikatan vang melahirkan keluarga sebagai
dasar kehidupan masyarakat dan negara. Dalam Pasal | Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan {(sclanjuinya disingkat UU
Perkawinan), vang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lghir batin amtara
seorang pria dengan wanta sebagal suami istri dengan fujuan membentuk
keluarga {rumah tanpga; yang bahagia dap keks! berdasarkan keTuhanan
Yang Maha Ess”” Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena
harus memperhatikan nomna dan kaidah yang hidup dalam masyarakat, Dalam
kenyataannya, tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan
pembenaran, sehingga perkawinan sering kali tidak dihargai kesakralannya.

* tndonesia, Undang-tindung Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perbukaan

Alines Ke-d
? Indonesia, fndang-Undang Tentang Perkawinan, No. | tabun 1974, LN No. | tahun

1974, TEN No 3619, ps. 1

1
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Sefiap perkawinan yang sah dimata hukum harusiah dicatatkan o
depan Pejabat Kantor Catatan Sipi] bagi yang berapama non Islam dan bagi
vang beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA}. Perkawinan
yang tidak dicatatkan dikenal dengan istilah “kawin bawah tangan” atau
“kawin sin”. Kawin bawah tangan atau kawin sird sering diartikan sebagai
perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat jstiadat tetapi
tidak dicatatkan di kantor Pegawai Pencatat Nikah (KUA bagi yang beragama
Islam, Kantor Catatan Sipil bagi Non Islam), dengan demikisn perkawinan
bawah {angan atau kawin sirt tidak akan mendapatkan bukii telah tedadinya
ikatan perkawinan yaitu akta nikah atay surat nikah.

Dalam ketentuan 1RJ Perkawinan tidak dikenal istilah “kawin bawah
tangan” dan semacamnaya serta tidak mengatur secara khusus dalam sebuah
peraturan  permdangan. Secara  sosiologis, istilah ini diberikan bagi
perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi
ketentuan undangamdang vang berlakuy  yaitu UL Perkawinan, UL
Perkawinan menyebutkan secara tegas dan jelas bahws suatu perkawinan
harusiah dicatatkan, ini terlihat dalam Pasal 2 ayat {2} UU Perkawinan yvang
berbunyi “Tiap-tiap perkawinen dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Wahyono Darmabrata  berpendapat  bahwa “perkawinan  harus
dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang, yakai Undang-undang
Nomor 1 tabun 1974 tentang Perkawinan berikut peraturan-peraturan
pelaksanaannya, dan perkawinan harus juga dilaksanakan sesvai denpan
ketentuan agama yang disnut elch calon suami-isteri yang akan
melangsungkan perkawinan.™ Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa “dalam
perkawinan harus memperhatikan 2 {dua) aspek, yaitu harus memperhatikan
hukum negara dan hukum agama, vang harus dilerapkan secars bersama dan
sejalan, artinya tidak dipertentangkan dan tidak dipergupakan untuk saling

menyehindupi satu terhadap lainnya.”’

Y fhid, ps. 2 avat (2)

* Wahyono Darmabrats, Tozauan Undang-undung No.| Tubuns 1974 terdang Perkawinan
beverta undenig-undung don Perouuran Peloksanmunnye, Oetekan Keduoa, (Jakana - CV. Giwma
Jaya, 2003), hal 94

¥ Ibid, hal 117
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Selain sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, kewajiban untok
mencatatkan perkawinan juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI} yang berbunyi “agar
terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiep perkawinan
harus dicatat™® dengan komsekuensi jika tidak diiakukan pencatatan dan
perkawinan tidak dilapgsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan
Pegawai Pencatst Nikah, maks perkawinan tersebut tidek mempunyai
kekuatan hukum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal & ayat {2)
KHI, yang berbunyi "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai
Pencatat Nikah tidak mempuayai kekuatan hukum”” Untuk ite setiap
perkawinan hanya dapat dibuktkan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh
Pegawal Pencatat Nikah. Dengan demikian akta nikah mempunyal peranan
yang sangat penting dzlam hal pembukiian telah terjadinya perkawinaa dan
dapat memberikan perlindungan serta kepastian terhadap segala akibat vang

timbul karena adanya perkawinan seperti dalam hal kedudukan ansk, harta

benda perkawinan serta waris. Pentingnya akta nikah untuk membuktikan
telah terjadinya perkawinan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) KH]
vang berbunyl “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akia Nikah vang
dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah™® _ |

Perkawinan dapat dilangsungkan apabila ielah memenuli beberapa
persyaratgn yang ditefzii:kan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perkawinan,
Syarat melangsungkan perkawinan adalab hal-hal vang harus dipenuhi jika
akan melangsungkan perkawinan, yaitu:

Pasal 6 ULJ Perkawinan berbunyi :

{1). Perkawinan harus didasarkan atas perserujuan kedoa calon mempelai.

(2} Untok melangsungkan perkawinsn seorang vang belum mencapal umur 21
{duapuluh sate} tahen harus mendapat izin kedos orang fua.

(3). Dalam hal salah seorang dari kedua orang fus wlish meninggal dunia atay dalam
keadsan tidsk mampu menyatakan kehendakaya, maks izin dimaksud ayat {2}
pasal ini cukup diperoleh dan vrang twa yang masih hidup atau dael orang tua
yang mampu menyatakas kehendaknya.

(4). Dalsm hal kedus orang ta lelah meaninggal dunia ateu dalam keadean fidak
mampu untuk menyatakan kehendoknya, maka izin diperoleh dari wali, orang
yang memelihara atau kelsarga yang mempisiyal hubungar darsh dalam garis

* Hasan Bisri, et al,, ed. Kompilasi Hukum Istam den Peradilan Agamea Dotam Sistem

Hukum Nogionad, (Jakarta | Logos Wacana {lme, 1999), hal 14}

! thid,
® fbid,
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5.

{6},

keturunas lwrus keains selama mercka masih hidup dan dalam keadaan dapat

menyatakan kehendakaya.

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat
{2}, (3) dan (4} pasal ini, wau salab seorang atau lebih diamara mereka tidak
menyatakan pendapatnya, rmaka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal
orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintasn orang tersebut
depat memberikan izin setelah lebih dahuls mendengar orang-orang tersebut
datany ayat (2), {3) dan {4} pasal ini.

Keientuan fersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5} pasal ini berlaky sepanjang
hukum mesging-masing  agamanya dan  kepercaysannya it dari yang
bersangkutan tidak menentukan tain.”

Pasal 7 UU Perkawinan berbunyi :

{11
{2).

3.

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudal mencapai umur 19 (sembilan
belas) rahun dan pihak wania sudah mencapal umur 16 {enam belas} tahun.
Daiam hal peryimpangan $erhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi
kepada Pengadilan atsu Pejsbat lain yang ditanjuk oleh kedus oranpg rua pihak
pria maupun pihak wanita.

Ketenuan-ketentunn mengenal keadaan salabh seorang atau kedua omng tm
tersebul daiam Pasal 6 ayat {3} dan $4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam

. hal permintazn dispensasi tersebul ayat (2) pasal ini dengan udak smogorangi

vang dimaksud dalam Pasat 6 ayar (6)."

Rukun dan syarat perkawinan diaher jupa dalam Pasal 14 KHI, yvang
mensyaratkan karena merupekan ruken nikah yang harus dipenuhi untuk

meiaksanakan perkawinan, yaitu harus ada -

e a0 we

Calon istert
Colon suami
Wali niksh

Duz orang saksi

lizb dan kabul, '

Selain harus memenuhi ketentvan syarat-syarat perkawinan, unfuk

melangsungkan perkawinan barss jupa wemperhatikan mengensi karangan

dalam perkawinan atau perkawinan yang dilarang untuk dilakukan, ketentuan

mengenai perkawingn yang dilarang untuk dilakukan diatur dalam ketentuan

Pasal 8 UU Periawinan, yang berbunyi :

Perkawinan dilarang antars dua orang vang:

4.
b.

oo

berhubungan darah dalam garls kesrunan hurus ke bawah ataupun ke ates,
berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping vaite antars saudara,
antars seorang dengan saudarn orang tua dan satara scorang dengan saudara
nensknva;

berhabungan semenda, yaitu mertua, anak 1irl menantu San ibu/bapak tiri;
berhiubungan susuan, yailu orang 33 susudn, anak susuan, savdara susuan dan
bibi/paman susuan;

? UU Perkawinan, Op Cit, p5. &
*° thid, ps. 7
" Hasan Bisri, et al, ed. Op Cir, hal 143-144
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e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagat bibi atay kemenakan dari isteri,
dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang,

£ mempunyai hubungan yang oleh agamanya atan peraturan lain yang berlaks,
dilarang kawin."

Dalam kenyataan dilapangan roeskipun sudah diatur mengenai
perkawinan yang dilarang, dengan alasan antara calon suami dan calon isterl
mempunyal hubungan darah, hubungan sesusuan, hubungan semenda atan
hubungan lainnya yvang oleh agama mauvpun peraturan yang berlaku dilarang
untuk dilangsungken perkawinan. Tetapi dalam kenyatasnnya perkawinan
yang dilarang tersebut masih terjadi, sebagaimana yang ierjadi dalam perkara
antara Hj, CBW selaku Pemohon melawan NHSR binti H. ASY sebagai
Termohon 1. HO bin ABD Termohon II dan Mentenn Agama cg Kepala
Kanwil Departemen Agama Jawa Barat cq Pejabat Pencatat Nikah pada KUA
Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengks, yang telah mempunyai
kekuatan hukurmn tetap (in kracht) dengan putusan Mahkamah Agung nomor !
417 K/AG/2003 selaku Termohon 111

Dalam kasus tersebut telah terjadi perkawinan antara NHSR dengan
%Q'dengarz wali nikah (wali nasab) H. AS vaite Kakak seayah dari Termohon
[ dan sekaligus juga Kakek dari Termohon IL Perkawinan tersebut tefah
dilaksanakan sgsual dengan rukun nikah yaite adanya kedua calon mempelai,
ada ijab kabul, ada wah, adanya 2 {dua} orang saksi serta dilangsungkan
dihadapan dan di bawah pengawasan Pejabat Pencatat Nikeh pada KIUJA
Kadipaten. Perkawinan tersebut kemudion bermasalah karena melanggar
larangan perkawiman batk menuryt Hukum [slam maupun Hukum Nasional
{(UU Perkawinan), karena HO {Termohon II} adalah cucu kandung dari H. AS,
sedangkan H. AS adalsh Kakak seayah lain ibu dengan NHSR {Termohon 1),
dengan demikian menurut hukum perkawinan tersebut dilarang untuk
dilakukan karena antara kedua calen mempelai mempunyai hubungan darah
dalam garis keturunan menyamping, sehingga ketentuan yang telah dilanggar
adalah Pasal 8 UU Perkawinan, Pagal 39 Jo Pasal 70 KHIL

Perkawinan tersebut kemudian menimbulkan reaksi dan protes dari

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Indramayu dan juga Hj. CBW (selaku Ibu

UU Perkawinan, Op C#t, ps. 8
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Kandung dari NHSR), yang kemudian ditindaklanjuti oleh KUA Kadipaten
dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada MUT Indramayu yang pada
pokoknya berisi bahwa petkawinan tersebut dinyatakan Fasad dan mohon
dianggap tidak tegadi perkawinan. Kemudian KUA Kadipaten juge
mengambil sikap tidak menerbitkan akta nikeh perkawinan antara NHSKR
(Termohon 1) dengan HO (Termohon IT}, permasaiahan semakin rumit karena
pada kenyataannya antara NHSR (Termohon 1) dengan HO {Termohon I}
telah hidup satu rumah dan Termohon 1 dalam keadaan hamil.

Olel karena tidak diterbitkannya akta nikah maka perkawinan tersebut
layaknya seperti perkawinan bawah tangan atau bahkan dianggap tidak pernah
terjadi perkawinan, dampak dari bidak diskuinya secara sah perkawinan
tersebut akan menimbulkan berbagai macam akibat hukem, diantaranya yaitu
istri akan berada pada posisi yang dirugikan karena tidak akan mendapatkan
hak-haknya sebagai seorang isten, karena secara hukum perempuan tersebut
tidak «ianggap sebagai istri sab, tidak berhak atas nafkah dan waris jika suarni
meninggal dunia, tidak berhak atas harta bersama (gono gini) jika terjadi
perpisahan, kerena secars hukum perkawinan tersebut dianggap tidak perpah
terjadi, selain ity dampak yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak suh
berakibat kepada anak vyang dilahirtkan dalam perkawinan, karena akan
dianggap sehagai anak Juar kawin.

Perthal kedudukan anak memtliki arti vang sangat penting, karena hal
tersebut nantinye akan berdampak pada hubungan keperdatzan antara anak
dengan bapaknya. Menurut ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan, yang berbunyi
"Anak sah adalal anak yang dilahitkan dalam atao sebapai akibat perkawinan
vang sah”'3, sedangkan menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak yang
dilahirkan di luar perkawinan (anak tidak sah) hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ini berarti hanya anak sah yang
memiliki hak utuk mewarist kekayaan dari kedua orang tuanya.

Anak luar kawin dalam akta kelahiran hanya dicantumkan nama ibu
vang melahirkannya, Keterangan berupa status sebapal anak luar kawin dan

tidak dicamtumkannya nama ayab akan menimbulkan dampak yang cukup

B bid, ps. 42
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mendalam bagi anak, baik secara sosial maupun secara pstkologis. Untuk ftu
meskipun perkawinan yang telah melanggar larangan perkawinan akan
dibatalkan, dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aspek-aspek
kepentingan anak yang tidak boleh dikesampingkan.

U Perkawinan menganut prinsip bahwa anak sah adalah anak yang
dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah, yang diakul oleh nepara dan
terdaftar sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan bukti akta
kelahiran yang dikelnarkan oleh Lembaga Catatan Sipil. Ketidakjelasan status
anak di hadapan hukum, mengakibatkan hubungan antara aysh dan anak tidak
kuat, sehingza bisa saia, suatu waktu ayabnya menyangkal bahwa anak
tersebut adalah anak kandungnya, yang jelas akan merugikan anak, ansk tidak
berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkeh dan warisan dari

ayahnya.

antara sub-sub sistem, demikian halnya dengan pengaturan masalah anak,

selain diatur dalam UU Perkawinan, secara khusus juga diatar dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesgjahtersan Anak dan Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya
disingkat UU Perlindungan Anak}

UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
anak adalsh seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masth
dalam kandungan vang dilahirkan hidup sehingga anak tersebut mempunyai
hak yang paling mendasar, tgk seorangpun dapat merampas hak anak itu
Setiap anak yang berhak mendapatkan perlindungan yang memadai, baik
perlindungan dari segi ekonomi, yundis, maupun pendidgikannya, Mepurut UU
Perlindungan Anak yvang dimeksud dengan Perlindungan anak adalah segala
kepiatans untuk menjamin dan melindungi anak dan bak-haknya agar dapat
hidup, wimbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan

dan diskriminasi.”"*

" Indonesis, Undang-undang Yenseng Perlindungan Anak, No. 23 tabun 2002, LN No.

109 ahon 2002, TLN No. 4235, s 1 angka 2
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Seocrang anak mernpunyai hak-hak dasar sebagaimana tercantumn dalam
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,

vang merumuskan hak-hak sebagai berikut:

{1}. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan
kasih sayang baik dalam keluarganya maupun i dalam asuban kbhusus potuk

tumbuh dan berkembang dengan wajar,
(2% Anak berhak alas pelayanan untuk mengembangkan kermampuan dan kehidupan
sosialnya, sesuai dengan kebudayaso dan kepribadian bangsa, unink menjadi

warganegam yang baik dan berguma,
{(3). Anak berhak atas pemeliharaan dan perlidungas, baik semasa dalam kandungan

maupun sesudah dilahirkan,
{4). Amsk berhak aiss perlindungan terbadap lingkungan hidup yang dapat
membyhavakan ataw menghambat perturnbuhan den perkembangannya dengan

wajar.”

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa meskipun perkawinan
telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan dalam UU
Perkawinan belum tentn perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung
lrégi pada satu hal, yaitu perkawinas itu telah terlepas dari segala yang
menghalangi. Halangan itu disebut dengan' Jarangan perkawinan.'® Apabila
perkawinan tetap dilaksanakan padahal telah dilarang, maka pihak yang
merasa berhak untuk membatalkan pe:rkawiﬁan boleh melakukan permohonan
pembatalan  perkawinan. Permohonan pembatglan  perkawinan  diajukan
kepada Pengadilan dalam daerah hukum: dimana perkewinan diangsungkan
atau ditempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri. Hal ini sesuas
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU Perkawinan yang
berbunyl “Permohenan pembatalan perkawinan digjukan kepads Pengadilan
dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggai

kedua suami isteri, suami ata isteri,”

Dalam Pasal 85 KUHPerdata berlaku suaty asas bahwa tiada suatu
perkawinan menjadi batal karena hukum. Untuk batalnya suatu perkawinan
yang bertentangan dengan undang-undang disvaratkan adanya putusan
pengadilan.'® Pasal 85 KUHPerdata menentukan bshwa : Kebatalan suate

Y Irma Setyowati Soemitro, 4spek Hukum Perlindungan arak, (lakaria | Bumi Aksara,
1990), kal 16-17,
¥ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan bslam di lrdonesia, (Jakarta © Presada Media,

2007, hal 109
T U Perkawinan. Op Cit, ps. 25
'® Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Ferkawinan dan Keluarga di

Indomesia, (akarta | Badan Penerbit Fakulitas Hukum Universitas Indonesia, 2004}, hat 59
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perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim. Keputusan yang demikian
hanya boleh dijatubkan dalam hal-hal adanya alasan-alasan yang diatur oleh
undang-undang yang dapat dipergunakan antuk melakukan pembatalan
perkawinan dan atas gugatan yang dilakukan c¢leh orang-orang yang
dinyatakan berwenang untuk ite.'® Dengan demikian ketentuan yang diatur
dalam Pasal 25 UU Perkawinan scjalan dengan ketentuan yang diatur dalam
Pasal 85 KLJHPerdata, dimana untuk melakukan pembatalan perkawinan harus
dilakukan melalui proses penpadilan.

Adapun vang menjadi alasan dimintakan pembatalan perkawinan
adalah karena orang-grang vang dilarang untuk melaskukan perkawinan atau
tidek memenuhi syarat-syarat perkawinan. Salah sate dari larangan untuk
dilangsungkannya perkawinan adalah karena alasan antara calon svami dan
calon isteri masih memiliki hubungan darah {nasab).

Perempuan-perempuan manakah yang tidak boleh (dilarang) untuk
dikawini oleh laki-laki atau sebaliknya, Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang,
tiga belas orang atau kelompok yang tidak boleh dinikahi. Berdasarkan
penyehabnya ketiga belas orang atau kelompok imi dapat dibagl dalam tiga

golongan @

1. Gelongan pertama, kargna hubungan darsh, wiladoh (meishirkan), nasgb atau
turunan, akibat hubungan genealogl, baik secara vertikal ko aias atau ke bawsh
atan secarn horisontal ke samping. ’

2. Golongan kedun, karena pertaiisn persusuan, batk yang menyusukan maupun
suudara sepersusuan,

3. Golongan ketiga, karsna pertalian perkawinan ™

Dalam UU Perkawinan, scbagai hukum posifif yang mengatur
mengenai perkawinan yang dilarang tersebut sudsh distur dalam ketentoan
Pasal 8 ULl Perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas.

Di samping UU Perkawinan, khusus bagi umat Islam mengenai
perkawinan juga mengacu kepada ketentuan XHI khususnya Buku I tentang
Perkawinan, Kehadivan KHI merupakan babak barn dalam upaya penerapan
Hukum Isfam di Indonesia, KHI disusun oieh suatu Panitia berdasarkan surat

tugas dart Surat Keputusan Bersama Mahkamal Agung Republik Indonesia

K s
Ihid.,
* Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Isiars, {Bondung : Pastakz Setia, 20003, kai 33
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dan Menteri Agama Republik Indonesia vang mengharuskan untuk menggali
dan mengkaji sedalam dan seluas mungkin sumber Hukum Islam yang
terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah disamping kitab-kitab Figh Mazhab
yang ¢ijadikan sebagai bahan perbandingan.”’

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukon perkawinan serta
melanggar larangan dalam  perkawinan  dapat  dilakukan persbatalan
perkawinan, Pihak yanpg dapat mengajukan permohonan pembatalan

perkawinan adalah sebagai berikat ;

2. Para keluargs dalam garis keturunan lurus ke atas dani susmi ataw jstrs;

b. Suamiaiag Byt
c. Peishatyang berwenang hanya selama gerkawinan belum dipuatuskan;

d.  Pejsbat pengaditan.”

Pasal 73 KHI menyebutkan bahwa yang dapat mengajukarn pembatalan

perkawinan adalah:
a.  parg keluarpa dolam garis ketoreman luorus ke atas dan ke bawah dari suami atau
isteri

k. soamiaisu isteni
£ puiabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan mepurul undang-

undang
d.  para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya eacat datarn rukun dan
syarat perkawinan sienurul hukum Eslem dan peraturan pervsdang-undangan.

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila parz pihak tidak memenuhi
gyarat-syarat  untok  melangsungkan  perkawinan, pufusan  pembatalan
perkawinan tidak dapat berlaku surut bagi ansk vang dilahirksn dari
perkawinan tersebut, hal ini telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28 DU

Perkawinan, yang berbunyi ;

{1} Batainya suaty perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai
kekoatan hukum yang tetap dan berdako sejak saat berlangsungnya perkawinan,
{23 Keputusan tidak berlaku surut terhadap |

&  Anak-anak yvang dilahirkas dari perkawinan sersehut;

b. Swmmi atau ister yang bertindak dengan skitkad baik, kecuaii terhadap harta
bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan ates adanys perkawinan
tain yang lebih dabuly;

¢.  Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalan a dan b sepanjeng mereka
mempercieh hak-hak dengan iktikad baik sebelum kepitusan entang
pembatalan mempunyai kekuatan hukum wiap

* Rahmat Syafie, “Selintas Pandang Tentang Hukum Perkawinan Yang Terdapat Dalam
Kompilasi Hokum Ishan (Suat Kajian Kritls Menuin Pengkodifikasion Di Indonesia).” Mokeleh
Seminar Sehari, Penpadilan Tisggi Bandung, 29 Okiober 2603, hald

4 .

ihid,
B UL Perkawinan, £p Cif, ps. 28
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Permasalghan yang timbul adalah jika perkawian tersebut sejak awal
tidak diakui telah terjadinya perkawinan sehingpa tidak diterbitkannya akta
nikah, sedangkan pada kenyatzannya pernikahan tersebut telah terjadi dan
dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, yang kemudian diketzshui
batrwa perkawinan tersebut melanggar ketentuan Pasal 8 UU Perkawinan dan
Pasal 39 Jo Pasal 70 KHI, karena antara calon isteri dan calon suami masih
mempunival hubungan darah, yang pada akhimya petugas KUA tidak
mengeluarkan akta nikah terhadap perkawinan tersebut.

Segala akibal hukum vang funbul dari perkawinan terscbut tidak
mendapatkan perlindungan hukum, teruiama bagi isteri dan anak-anak yvang
dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Lain halnva jika perkawinan tersehut
diakui gksistensinya dibuktikan dengen dikeluarkennya akta niksh, terlepas
apabila dikemudian han dilakukan pembatalan oleh KUA atau olch pibak-
pihak vang dapat mengajukan pembatalan, secara hukum berdasarkan
ketentuan Pasal 28 ayat (2} UU Perkawinan, keputusan pembatalan
perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yézzg dilafﬁrl;aﬁ dari
perkswinan tersebut. DJengan demikian tetap mendapatkan haknya sebagal

anak termasuk dalam hal hak mewaris dari kedua orangtuanya.

1.2. ?ékok Persmasalaban

Berdasarkan latar belakang yang diuratkan, maka pokok permasalahan
yang akan diangkat dalam penelitian ind sdalah :
1. Bagaimana kedudukan dan status anak yang lahir dari perkawinan
yang tidak diterbitkan akiz nikah karena alasan fasad?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan
anak yang labir dari perkawinan yang tidak diterbitkan akta nikah
karena alasan fasad?

Kedudukan Dan..., Dewiana Raswinarni,ﬁlﬂ“legg%s indonesia
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1.3, Tujuan Penelitian

1. Menelusiri dan menemukan serta menganalisis kedudukan dan status anak
yang lahir dari perkawinan yang tidak diterbitkan akta nikah karena alasan
fasad.

2. Menelusuri dan menemukan serta menganalisis upaya hukum yang dapat
dilakukan untuk melindungi kepentingan anak vang lahir dari perkawinan
yang tidak diterbitkan zkia nikah karena alasan fasad.

1.4.Mstede Penelitian

Pepelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode
Penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian ini dilakukan dengan
meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum
primer, sekunder dan fertier, - : :

Penelitian ini bersifat eksplanatoris, yang bertujuan menggambarkan atau
menjelaskan lebih dalam suatu gejala®® Dimana dalam penelitian i
bermaksud menggambarkan dan menjelaskan mengenai gedudukan dan status
hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diterbitkan akta
nikah karena alasan fasad, Dalam penelitian {ni akan dibahas lebils dalam
mengenai  kedodukan dan status hukum terhadap anak vyang lahir dad
perkawinan yang tidak diterbitkan akta nikah oleh KUA dengan alasan
pernikahan orang tvanya fasad, karena antsra suami dan isteri masih
mempunys  hubungan darah (naseb), di samping itu akan dibahas juga
mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan
anak yang dilahirkan dari permikahan orangtuanya vang tidak diakui secara
hukum berdasarkan Undang-undang Nomor ! Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan

dimaksud untuk mengumpulkan dokumern-dokumen sebagatl data sekunder,

¥ g Mamudii. Et. Al, Meiode Penelitian dare Peradisan Hukum, Cet, 1. (Badan Peperbit
Fakultas Hulmm Universitas Indongsia, 2005), hal 4
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apabila data sckunder tersebut ternyata dirasakan masih kurang, dalam
penelitisn ini akan ditambah juga dengan wawancara kepada narasumber atau
informan untuk menambah informasi vang relevan dengan masalah yang
sedang diteliti.”*

Pengumpulan data dilakukan melatui studi dekumen dan literatur atau
bzhan pustaka yang meliputi bahen hukum primer yaitu Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanasn Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islarn dan Bahan Hukum Sekunder,
vaita buku-buku ilmiah, majalah, artikel dan makalah yang berkaitan dengan
pembahasan penulisan ini dan ustuk melengkap: dats pada pembahasan
tulisan ini maka dilakukan wawaneara dengan Kepala KUA Kadipaten dan
Pihak yang melakukan nikah sedarah.
 Analisis data dengan pendekatan kualitatif, sebagai hasil pengumpulan

data melalui data sekunder yaitu studi terhadap dokumen sehingga hasil dari
analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dikaitkan dengan peraturan,
konsep vasg mempunyai rcievans! untuk menjawab pertanyasan-pertanyaan

dalam pokok permasalahan tesis int

1.5. Sistematika Penulisan

Tulisan ini berjudul Kedudukan dan Status Hukum Terhadap Anak Yang
Lahir Dari Perkawinan Yaog Tidak Diterbitkan Aktz Nikah Karena Alasan
Fasad {Analisis Terhadap Putusan Makamah Agung Nomor 417 K/AG/2003).

Maksud dan tujusn dan gitemstika pembahasan inl adalah unmk
memberikan gambaran secara umum dap menyeluruh mengepai pokok
permasalaban vang hendak dibahas agar pembaca lebih mudah untuk
memahami tulisan ini,

Dalam pembahasan akan dijabarkan ke dalam 3 (tiga) Bab yang terdiri dari

beberapa sub bab dan tap-tiap sub bab disusup secara sistematis sesuai

B rhid hat 22
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dengan {ahap-tahap uraiannya sehingga antara bab yang satu dengan bab yang

fatns saling berkaitan. Sistematika tesis ini dibuat sebagai benkut

Bab1 PENDAHULUAN
Pada Bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok
perrnasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika
penuhisan. ‘

Bab 2 KEDUDUKAN DAN STATUS HUKUM TERHADAF ANAK
YANG LAHIR DARI  PERKAWINAN  YANG TIDAK
DITERBITKAN AKTA NIKAH KARENA ALASAN FASAD
Pada bab ini diuraian pembahasan dan apalisa Temtang butir-butic
pokok permasalahan, landasan teori dan  deskripsi  mengenal
bagaimana kedudukan dan stafus anak yang I2hir dan perkawinan yang
tidak diterbitkan akta nikzh karena alasan fasad dan upays hukum apa
yang dapat dilakukan untuk melindungt kepentingan anak yang lahir
dari perkawinan yang tidak diterbitkan akta mikah karena alasan fasad,

“dengan uraian pada sub bab-sub bab sebagai berikut :

2.1. Pengerttan perkawinan pada umumnya dan perkawinan menurut
Undang-Undang No 1 tahun 1974,

2.2. Bahnya perkawinan, syarat-syarat perkawinan dan rukun-rukun
perkawinan

2.3. Pembatatan perkawinarn dan akibat hukuminya

2.4 Pembatalan perkawinan karena alasan fasad

2.5. Kedudukan anak menurut undang-undang perkawinan

2.6. Periindungan anak menurut undang-tundang perlindongan anak

2.7. Kedudukan dan status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak
diterbitkan akta nikah karena alasan fasad.

2.8.Upaya hukum vyang dapat dilakukan untuk melindongi
kepentingan anak yang lahir dari perkawinan wyang tidak
diterbitkan skia nikah karena alasan fasad.

Bab 3 PENUTUP
3.1, Simpulan
3.2, Baran,

Kedudukan Dan..., Dewiana Raswinarni, FH U},,2Q09 .
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Bab ini merupakan penutup dari kesejuruhan tulisan, veng berisi

simpulan dan saranesaran penulis seielah meneliti, mengkaji dan
menganalisis data.
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KEDUDUKAN DAN STATUS HUKUM TERHADAP ANAK YANG
LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DITERBITKAN AKTA
NIKAH KARENA ALASAN FASAD

2.1.P¢ngertian perkawinan pada wmumnya dan perkawinan menwurut
Undang-undang No 1 fahun 1974
Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
agar kehidupan di alam dunia dapat berkembang biak dengan baik. Aturan
tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sedechana vang dipertahankan
anggota-anggola masyarakat dan para pemuka masyarakat adat serta para
pemuka agama, Aturan tertib Hu terus berkembang maju dalam masyarakat
yang mempunyai kekuvasaan pemerintahan di dalam suatu negara. Menurut
Hilmean Hadikusuma ¢i Indonesia aturan fata tertib perkawinan itu sudah ada
sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit sampai masa kolonial
Belanda dan sampai lz;denesia telah merdeka.®® Budaya perkawinan dan
aturannya yang berlaku pada suaty masyarakat atau pada suatu bangsa tidak
terlepas dari pengaruh budaya dan lngkungan dimana masyarakat it berada
serta perganlan masyarakatnya, hal tersebnt sangat dipengaruhi oleh faktor
pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan  keagamaan yang dianut
masyarakat yang bersangiutan,
Herbagai hukum perkawinan vang berlaku sebelum berlakunya UU

Perkawinan bagi berbagai gelongan warga segara dan berbapai dacrah adalan

sehagat berikut 7

a.  Bagl orang-orang Indonesia asli yang bersgama Islam berlaka hukum agama
vang telah diresepsi kedolam hekem adat, Pada wmumnya bagi orang.orang
Indoncsia asti yang beragama islam jika mefsksanakan perkawinan berlaku
HFab kebul aniwma mempelal prin dengan wali dari mempelal wanita,
scbagairana distur dalam hukum Islem. Hal ini tefah merupakan budays
hukum bagi orang [ndonesia yang beragama Islam hingga sckarang.

b. Bagi orang-otang Indonesiz asli lainnya berlake hokum adat, Misainya bagi
orang Bali yang beragama Hindy 4§ msos adat dun agama telah menvat,
maka pelaksanssan perkawinannys dilaksangkan mepurwt hokum adat vang
seranghal upacaranya dengan upacara agama Hindu-Bali yang dianutnys.

* Hilman Hadikusuma, Hukuz Perkawinan Indonesin menurut Perundangan, Hukum
Adat, Hikam Agoma, Cetakan Ketiga, {Bandung : CV. Mandar Mgjy, 2087}, hal 1
¥ thid hal 5
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¢, Bagi orang-orang Indonesia ashi yang beragarmna Kristen berlaku Huwelijk
Ordonantie Christer indonesia (HOCH 5.1933 nomor 74, Amran ini sekarang
sejauh sudah diator dalam UL Perkawinan sudah tidak berlaku lagi.

d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesis keturunan
Cina berlaku keentusnoketentuan dalam KUHPerdsta dengan  sedikit
perubahan, Aturan ini sudah tidak berlake lapi sckarang sejauh sudah diatuc

dalam L) Perkawinan,

e, Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan
ssing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka. Jadi bagi ketwrunan India,
Pakistan, Arab dan lain vang sama, berlaku hukum adat mereka masing.
masing yang biasanya tdek terfepas dari agama dan kepercayaan yang
dianutnys.

f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa {Indo)
dan yang disamakan dengan mereka, berlaku KUHPerdata, yaitu Bugeriifh
Wethoek 7837, Termasuk dalam golongan in orang-orang Jegang ataw orang-
orang jein yang meaganis asas-asas hukue keluarga yang sama dengan asss-
asas hukum keluarga Belanda.

Pengertian perkawinan dapat dilihat dani berbagai sudut pandang
hukurn antara fain dilibat dard sudut pandang hukum adst, hukum agama dan
hukum positif yang mengatur mengenal perkawinan, Menurut hukum adat
pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti perikatan
. perdata tetapi juga merupakan perikatan adat?® Jadi terjadinya svatu jkatan
perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-
hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajibar suami isteri, harta bersama,
kedudukan snak, hak dan kewajiban orang tua, fetapl juga menyangkut
upacara-upacara adat dan keagamaan. Oleh karenanya Ter Haar menyastakan
bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, uvrusan
masyarakal, nrusan mariabat dan wrusan ;:u'iina{ii29 Perkawinan dalam arti
perkawinan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap
hukurm adat yang berlakn dalam masyarakat ber&angkman,m

Menurut sudut pandang hukum agama pada umumnya perkawinan
diartikan schagai perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak
dalarn memenubi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar
kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjaian
dengan baik seseai dengan ajaran agama masing-masing.”' Jadi perkawinan

dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani vang

F+] .
Ihid, hal 8§
“ter Haar, Asas-gsos dan Susunan Hukum Adat, diteriemabkan olch Sosbakt Poespono

{Jakarta: Pradnys Paramita 1960), hal 1538

* Hilman Hadikusuma, Loz Ci,
M phid,,
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membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai
beserta kelvarga kerabatnya. Khusus menvrut hukum Islam perkawinan
diartikan sebagai akad (perikatan) antars wali dari calon isteri dengan pria
calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali dari pihak wanita
calon isteri dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh calon
suari yang dilaksanzkan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.
Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah. Jadi perkawinan menurut
Agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan dengan calon suvami
perempuan  itu. Dengan kata lain perkawinan menwrut hukum Islam
diistilahkan dengan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati
perintzh Aljah dan melaksanakannya merupakan tbadah.

Pengertian Perkawinan dan sedut pandang hukum positif dapat dilihat
dari rumusan Pasal 1 UU Perkawinan yang mengartikan bahwa perkawinan
adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagal
suami isteri dengan tuiuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang babagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Fsa. Berdasarkan rumusan
tersebut mengandung pengertian bahwa perkawinan menurut Ul Perkawinan
erat kaitannya dengan unsur agama/spiritnal, hal ind bahkan ditegaskan dalam
penictasan Pasal 1 UTJ Perkawinan yang menjelaskan bahwa sebagai Nepara
vang berdasarkan Pancasils, dimona Sila yang pertamanya falah Ke-Tubanan
Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali
dengan agama/kerchanian, sechingga perkawinan bukan saja mempunyai
unsur lahir/jasmani, fetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan
yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat bubungannya dengan
masalgh keturunan, yang pula merupakan taluan perkawinan dimana
pemeliharaan dan pendidikan menjadi bak dan kewajiban orangtea.

Konsep perkawinan menurur UL Perkawinan jelas sangat berbeda
dengan konsep yang dianut dalam KUHPerdata, karena berdasarkan rumusan
Pasal 26 KUHPerdata yang menentukan bahwa undang-undang memandang
soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Berdasarkan
pengaturan tersebut, maka sahnys perkawinan hanya di lihat semata~mata dari
hukumn perdatanya saja, sedangkan hukum agama tidak diperhatikan.

Kedudukan Dan..., Dewiana Raswinarni, FH U,,2009 .
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Konsekuensi pengaturan tersebut, dapat dilihat dalam rumusan Pasal 81
KUHPerdatg, yang menentuiian bahwa “Tiada suatu upacars keagamaan
boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada penjabat agama mercka
membukiikan, bahwa perkawinan di hadapan pegawal catatan sipil telah
berlangsung”, sedangkan berdasarkan rumusan mengenal  pengertian
perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan, dengan memperhatikan
ketentuan-ketentuan lain yang berhubunpan dengan pasal tersebut, maka
dapat diuraikan beberapa unsur perkawinan antara lain ialah 2

4. Unsur sgama/kepercayaan

Unsur agamafkepercayaan depat disimpulkan dan kstentuan yang
meneatukan bahiwa perkawinan berdasarkan Ketuhanar Yang Maha Esa,
dengan  demijkian maka misr  gzama‘kepercaysan  harus  menjiwai
perkawinan. Ussur agams ini dapat puls disimpulken dasi Pasal 2 ayat (1D
U} Perkawisan yang menentukan bahwa perkawinan sdalah sah apabils
dilangsungian menarut lskum masing-masing agama dan kepercayaannya
. Dengan  demikian  sahoiyn  perkewines tergantung pada
apamakepercayaan mempelal vang bersangkuatay,

UL Perkawinan, Perkawinan erst kaltanaya dengan agema, hal ini juga
dapat disimpuikan dari ketentuan Pasal € sub f yang mengetur tentang
larsngan porkawinan beda agama. Pasal  tersebut secara geris besar
menentokan babwa ; Perkawinan ditarang sstare dus orang yang mempunyai
hubungan yang oleh agamanys atau peraturan lain vang berlaku, difarang
kawin, Pasal 51 ayat (3) UU Perkawinan, dimana diteniukan bahwa wali
wajib mengurus anak yang di bawsh penguasaannya dan batta bendanya
sebaik-baiknys, dengan menghormati agama dan kepercayasn anak {ersebus,

b. Linsor Bislogis

LU Perkawipan, memberikan jalan keduar bagi pasangan vang secars
bislegis ridak mampu memgperaleh keturunan dengan menentukan dalam
Pasal 4 syat (2) UU Pefkawinar : babwe ketidakmampuan isterl uniuk
melahirkan Keturunan merupakan saleh saln alasan watek  melakukan
poligami atag berister? Jebil dari seorang. Ketentusn ini dapat dirasakan
kurang adil, karema dalam bal swami vang tak mampu memberikan
keturunan, isterl harus mampu untuk menahan dirf dan berbku seber, dalam
artl bagl ister endang-undang tidek memunsgkinkas bersuami iebih dari
3gorang.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (2] UU Perkawingn menentukan babwa dalam
hal terdapst perkawinan dini stay perkawinsn di bawah wnur dalam ary
terkandung penyimpangsn dari ketentuan Pasal 7 avat {1} UU) Perkawinan
yang mengatur  mengens  uxla  perkawinan, yakni untuk  dapat
melangsungkan perkawines seorang pria harus berusia 19 tahan, dan wanita
harus Berusia 16 tahun, maka ketentwan tersebul riengatur mengenal
pengecualian bawas usia tersebuf, dan hal fersebut juga dapa dianggap
sebagal suatn aturan dalamy UU Perkawinan yang memperhatikan aspek
biokogis.

¢.  Unsur Sosiclogis

Unsur sosiologis dapat disimpulkan dalam Penielasan ketentuan Pasal
I UL Perkawinan, Undang-undang Nomor | Tahun 1974 dimana ditentukan
bahwa memperoleh keturunan adalah merupakan twjuan dari suam

* Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjaif, Hukwn Perkawinan das Keluarga di
Ingdonesia, (Jakana : Badan Penerbit Fakullas Hukum Universitas Indonesia, 20043, hal 12413

Kedudukan Dan..., Dewiana Raswinarnhﬁ%%ré%)ags indonesia



20

perkawinan, sedangkan pemelibarzan dan pandidikan apak tersebut menjodi
hak dan kewajiban orang tua. Pemehihaeaan dan pendidikan ini adalah sntuk
kelanjutan hidep dan kemajuan atan perkembangan amak, sedangken
kelanjotan hidup seseorang adalah masaleh kependudukan yang berarti
masziah sesial.

Unsur sosiclogis dapat juga disimpelkan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Ul Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkans jika
pihak pria sudah mencapai amur 19 tahun dan pihak wanita sudab berusia 16
tahun, jika dibandingkan ketentuan batas wmwr untuk dapat melangsungkan
perkawinan yang diatur dalam KUHPerdot yang berlako sebelumnya (pria
i% lahun dan wanita 15 tahund, meks dapat kila simpuikan bahwe UU
Perkawinan menpertinggi batas usiafumur gntek dapat melangsungkan
perkawinan dengan maksud untuk mengurang! izju pertumbuhan penduduk
karena kelahiran, sedangkan pertumbuban pendaduk tersebut adalah masalah
sostal.

d. Unsir Juridis

Uinsur Jfunldis adalah paser yang secara otomatis/dengan sendirinya
ada, oleh karena sustu perkewinan yang dimaksud oleh sndang-undang
harus dilanpsungkan memurut ketentan  undangunidang e sendin
Perkawinan sah apabila perkawinun tersebyut memenuhi syarat dan prosedur
yang ditentukan oleh undang-undang Aspek Juridis tersebnt dapat pula
disimpulkan dari Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan den Penjelasannya.

e. Unsor Hukum Adat

Unswr hukum adae dapat disimpuikan darl ketentuan Pasal 31 UU
Perkawinan tentang hek kedudukan suarnd-isteri, demikian puia Pasal 36 UU
Perkawinan, vang mengatur hariz benda perkawinan yang mengambil azas
dalam hukum adat, demikian pela Pasal 37 UU Perkawinan yang meaunjuk
nada ketentwan hekume adat dalam pengsturan hara kekayaan jika
perkawinan putes karena suaty perceraian, Pasal 43 UL Perkawinan jugs
mengambil pringip hukum adat, dimana ditentukan bahwa anak selals sah

terhadap ibunya, dan keluarga i,

Berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam pengertian perkawinan pada
intinya adalah mengajuk untuk melaksanakan suatu perkawingn dengan
memperhatikap tata fertib hukum yang berlaku, hal ini dimaksudkan untuk
menjamin keabsahan dari perkawinan itu sendiri atau dengan kata lain untuk

menghindari cacat hukum dalam melakukan perkawinan.

2.2.85ahnya perkawinan, syarai-syarat perkawinan dan rukun-rukun

perkawinan
Kata gah berarti sesual menurut hukum  yang berlaku, kalau

perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib dari hukum yang telah
ditentukan maka perkawinan itu tidak sah
Sejak berlakunya UU Perkawinan sshnya suatu perkawinan menurut

hukum agama di Indonesia bersifai menentukan sekali, hal ini mengingat

B Ibid, hal 25
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ketentuan di dalam Pasal 2 ayat {1} UU Perkawinan yang menentukan bahwa:
“suatu perkawinan barulah dapat dikatakan sah apabila petkawinen tersebut
dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Hal ini berarti bahwa apabila suatu perkawinan tidak dilakukan
menurut hukum agammanya masing-masing berarti perkawinan tersebut tidak
sah. Perkawinan yang dilakukan di Pengadilan atau di Kantor Catatan Sipil
tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut agama tertentu berarti tidak sah.™

Khusus bagi yang beragama Islam dalam Pasal 4 KHI disebutkan
bahwa: “perkawinan adalah sah apabila dilskukan menurut hokum Islam”
sesuat Pasal 2 ayat (1) dari U Perkawinan”.

Berdasarkan keteniuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan maka
perkawinan dianggap sah apabila dilgksanakan menurut hukum agamanya
dan kepercayaannya masing-masing. Dalam  penjelasan Pasal 2 UU
Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bshwa yang dimaksud dengan hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu fermasuk ketentuan
p\ertméanguundangan “yang berlaku bagi golongan agamanya dan
kepercayaannya itu scpanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain
dalam undang-undang ini.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1} dan ;}ﬁnjelaéannya tersebut di
atas Ny.Soemiyvati menvimpulkan bahwa sahy tidaknya svatu perkawinan
adalah semata-mata ditentukan olsh ketentuan agama dan kepercayaan
mereka yang hendak melaksanakan perkawinan.®® Ini berarti bahwa suatu
perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukum agama,
dengan sendirinya menurut LU Perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak
mempunyal akibat hukum sebagai ikatan perkawinan,

Sehubungan dengan hal tersebut, maka bagi warganegara Indenesia
yang heragama Isiam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya
perkawinannya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan
yang telah diatur dalam Hukum Perkawinan lglam khususnya vang sudah
dijadikan hukum positif yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Istam (KHIL

¥ Ibid, kal 29
3 Wy. Soemiyati, Hulum Perkawinan fstom dar Undong-indang Perkawinan, Cetakan

Keempat, {Yogyskarta : Liberty, 1999, hal 62-63
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Demikian juga bagi mereka yang beragama Nasrani, Hindue dan Budha,
hukum sgama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan
salinya perkawinan.

Di samping ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, bahwa sahnya
perkawinan adalah ditentukan oleh agama dan kepercayaannys rnasing-
masing, maka menurot Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan ini ditentukan juga
bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-
undangan vang berlaku,

Mengenai fujuan pencatatan ini dalam UU Perkawinan tidak
dijelaskan lebih lanjut, hanya di dalam Penjelasan Umnun dikatakan bahwa
pencalatan tiep<tiap perkawinan adalah same halnya dengan pencalatan
peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran,
kematian yang dinyatakan dalam surat-sural keferangan, sustu akta resmi
yang juga dirouat dalam dafiar penestatan. Bagi mereka yang melakukan
perkawinan menurul agama Islam, pencatatan difakukan di Kantor Urusan
Agama (KUA), sedangkan bagi vang beragama Katholik, Kristen, Budha,
Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS),

Berdasarkan aps yang termuat dalam penjelasan umuom ie dapat
dikatakan bahwa pencatatan perkawinan berwj_uan untuk  menjadikan
peristiwa perkawinan iy menjadi jelas, baik bagi yang bersangkulan mizupun
bagi pthak lats, karcna dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resini dan
termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untk ftu, Sehingga
sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai
alat bukti yang otentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau
dicegah suatu perbuatan yang jain.

Mengingat pentingnya suatu pencatatan perkawinan, maka ada
beberapa pendapat yang mengatakan bahwa syarat sahnya suatu perkawinan
menurut UL Perkawinan harus memenuhi unsur ketentusn Pasal 2 ayat (1}
dan ayat (2, dengan kata lain kedua ayat tersebut harus dibaca dalam satu
kesatoan, Karena dampak dari perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan
Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, dampaknya akan sapgat merugikan ferutama
terhadap isteri dan anak-anak vang dilahirkannya. Karena perkawinan vang
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terjadi diangpap hanya sebagai perkawinan di bawah tangan atau terkadang
disebut juga dengan istilah “nikah sui” atau “nikah kiyat” dan sebagainya.
Namun demikian ada juga pendapat yang berbeds yaitu pendapat yang
mengatakan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2} UU Perkawinan hanya bersifat
administraiif belaka dan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan,
salah satu pendapat yang mengatakan demikian adalah Ny. Soemiyati yang
berpendapat bahwa “Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya
suaty perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa perstiwa perkawinan
benar-benar terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif”.’® Namun
demikian beliau mengatakan berdasarkan pertimbangan “mosiahah-
mursaloh” dalamm hukum Islam, pencatatan perkawinan adalah merupakan
suaty perbuatan yang harus dilaksanakan’’ Pentingnya mencatatkan
;}@z%.awinan diatur juga dalam KHI, scbagaimana ierciapat dalam ketentuan
pasal 5 dan Pasal 6 KHI, yang berbunyi :

Pasal 5

{1} Agar teriamin ketertiban perkawinan bagi zéasyarakat Ilam seiizp_

perkawinan Barus dicatat.

(2} Pepcatatan perkawinan lersebut pads ayat {1) dilakuken oleh Pepawai
Pencatat Nikah sebagaimany yang diztar dalam Undeng-undang Nomaor 22
Tahun {946 jo. Undang-undazg Nomaor 32 Tahug 1954

Pasal &

{1y . Unwk memenvhi ketenluvan dalam pasal 3, setiap perkawinnn hanus
dilengsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat
Nikah,

{23, Perkawinan yang dilakukan di lsar penpawasan Pegawal Pencatat Nikah
tidek mempunyai kekoatan hukum.

Sebagai penegasan tentang pentingnys pencatatan perkawinan maka
dalam Pasal 7 ayat (1) KHI ditegaskan bahwa Psrkawinan hanya dapat
dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Sehingga keberadasn akta nikah meniadi sesuaty hal yang penting dalam
suatu perkawinan, hal ini bertujuan uniuk membuktikan telah terjadinya
perkswinan/pernikahan, sehingga akis nikah/buku nikah menjadi bukt

otentik telah terjadinya perbuatan/tindakan hukum berupa perkawinan,

*6 1bid, hat 6%
32 thid hal 67
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Setelah menguraikan mengenai sahnya perkawinan maka ketentoan
yang tidak kalal pentingnya dalam UU Perkawinan adalah berkaitan dengan
syaral-syarat perkawinan., Mengenai syarat-syarat perkawinan, dalam UU
Perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampeai dengan Pasal 12, yang pada
pokoknya mengatur syarat-syarat perkawinan sebapai berikut:

4. Harus ada persefujuan dan kedua calon mempelal. Yang dimaksad
dengan persetujuan dalam hal ini yaitu bahwa perkawinan itu harus
dilaksanakan berdasarkan kehendak bebas calon mempelal pria
ataupun calon mempelai wanita untuk melaksanakan perkawinan.
Persetujuan kedua belah pihak untok melaksapakan perkawinan
merupakan sygrat yang peating untuk membentuk rumab fangga

- yang bahagia, kekal dan sejahtera sesuai dengan tyjuan perkawinan
ity sendiri. ,

b. Adanya ifin dari kedua orang tua atan wali. ljin ini hanya diperlukan
bagi calon mempelsl yeng behun berumur 21 tahun. Mengenai
perhunya iiin adalah erat sekali hubungannya dengan pertanggpngan-
Jjawab orang tua dalam pemeliharzan yang dilakukan oleh orang tua
secara susah payéh dalam membesarkan anak-ansknya, Schingga
kebebasan vang ada pada anak untuk menentukan pilihan calon
suamifisteri jangan sampai menghilangkan fings: fanggungjawab
orangtua.’®

c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia
atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka
izin cukuyp diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dard orang
tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang
ua teiah meninggal dunia atay dalam keadaan tidak mampt untuk
menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dan wali, orang yang
memelihara atau keluarga yang mempnoyal hubungan darah dalam
garis keturunan urus keatas selama mereka masih hidup dan dalam
keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan
pendapat antara orang-orang terscbut maka Pengadilan dalam daerah

¥ M.Yahya Harahup, Hukum Ferkawinan Naosional Berdasarken Undong-undang No.}
Fahun 1974, Peraturan Pemerimiah No 71075, (Medan - OV Zahir Trading Co, 1973), hal 36
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hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan
atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih
dahulu mendengar orang-orang tersebut.

d. Batazs umur untuk melsksanakan perkawinan adalah sekurang-
kurangnya 19 tahun bagi calon suami dan 16 tzhun bagi calon isteri
berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat {1} UU Perkawinan. Penentuan
batas umur untok melangsungkan perkawinan sangatiah penting
sebab perkawinan sebagal suaty peganjian antara scorang pria
dengan seorang wanita sebagal suami-isteri, harusiah dilakukan oleh
mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi biologis
maupun psikologis.

Menurut Amir Syarifuddin rukun dan syarat menentukan suatu
_perbuatan hukum, ferutama yang menyangkut dengan ssh atau tidaknya
perbuatan fersebut dari segi hukum.” Kedua kata tersebut mengandung anti
yang sama {iaiam hal bahwa keduanyz merupakan sesuatu yang harus
diadakan, Dalam suatu acara perkawinan misalnya rukun dan syaratnys tidak
boleh tertinggal, dalam arti perkawinan fidak sah bila keduanya tidak ada atau
tidak lengkap. Selain harus memenuhi ketentuan syarat dan rakun nikah maka
harus juga memperhatikan faktor-faktor tentang ada tidaknya fakior vang
menghambat atau menghalangi untuk terjadinya pemikahan/perkawinan. Hal
ini ditegaskan oleh Ibrahim Lubis yang mengaiakan bahwa untuk sahnya
suaty pernikahan (perkawinany maka harus dipenuhi 3 {liga} macam gyarat
yartu -
1. Cukup dan lengkap ruken-rukun nikah;
2. Cuokup dan lengkap syarat-syarat nikah;
3. Tidak ada sesuatu yang menghambal atan mencegal sah nikab
tersebut.*
Lebih lanjut fbrahim Lubis menjabarkan mengenas ketiga hal tersebut

sehagai berikut %

¥ amic Syarifuddin, Hukim Perkawinan Jslom df indonesia, Cetakan kedua (Jukans :

Prenada Media, Z2007), hal 59,
* fhrahim Lobis, dgama Islam Swatn  Penganmior, Cetskan Pertama, {Jakarta @ Ghalig

Indonesia, 1982), hal 343,
N Ihid el 347-350.
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Dalam  ketentvan hukum Islam vang termasuk kedalam rukun

perkawinan atau rukun nikah, yaitu :

1
2.
3

Calon mempelai laki-laki;

Calon mempelai peérempuan ;

Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan
perkawinan;

Dua orang saksi;

fjab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh

suami,

Perkawinan yang tidak memenuhi rnukun-rukun nikah dan segala
persyaratannya maka perkawinan fersebut termasuk kedalam pernikahan yang
nikakul bathil, sedangkan jika syarat-syarat yang tidak dipenuhi maka disebut
dengan nikah fasid etau fasad, schingga terhadap pemikaban yang demikian
dapat dilakukan pembatalan/dibatalkan.

Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuld dalam rukun nikah dapat

dilihat dari penjelasan Lbrahim Lubis sebagai berikut

1. Syarat-syarat calon suami yang sah aikah

a.

b,

c.

p o

ad
YO0 QPR e TR e T e

43

4.

b
z.
d

Tidak wmuhrim bagt perempuss yang dinikahinyas, baik Rarena nasab,
sesusuan, perkawinas;

Tidak beristri empat otang;

Tidak boleh scorang suami menikahi perempuan lehih dayi empst orang,
walaupun telah diceratkan isteri keempat, telapi masth iddah raj i,

Dengan kemauan sendirh

Tidak seh niksh dengan paksa;

Tertentu crangnya, ditentukan Taki-laki mana (tertenty) dengan perempuan
tertenhs,

Terung ia seorang laki-laki, bukan banci,

Menpetshui siapa calon isteri;

Beragama Isiam;

Tidek sedang mengeriakan haji ataw amrab;

Tidak mempuriyai wsterd yang haram dimadu dengan calon isters,

yarat-syarat calon ister] yang sah niksh

Tidak mutrim bagt Jaki-laki yang menikahinys,

Tidak {yteri oreng lain dan tidak dafam mass idded: dari suaminya;
Beragams Islam;

Terang ia seorang perempuan bukan seorang banci;

Tertontu orangnya;

Tidak sedang mengerjakan haji atav warah,

Synral-syarat sah jadi wali :

Baliq;

Berakal, bukan gila;
Merdeka;

Laki-laki;

2 1hid,
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Tidak pasik, orang Isham;

Dengan kerpsnannys;

Tidak sedang haii stau smrah;

Tidak rusak pikirannya.

t-syarat sah jadi saksi @

Sudals balig;

Borakal, bukan gila;

isham;

Laki<aki;

Adil, bokan fasik;

Merdeka;

Mendongar, bukan tof;

Melihat, bukan Buta;

Berkasa-katz, hokan bisy;

Mengerti maksud ijab dan kgbul;

Tidak menghafai {orung yang tidak dapat mengingut dengan betul);
(rang yang menjaga kesopanan dirinys

5. Syazaz syarat zkad ntkak {ijab kabul} -

[

o

Berturut-tarit antara ijab dan kabul, tidak sah ik amara kedoanys ada
pembicarazn b atau diam yang Tama;

Bersetujy dengan fjab kabul;

Di dengar oleh kedva orang saksi serla mengerti maksudnya;

Tidak ber-aklik, tidak sah ber-rekfik misalnya wali mengfi=bkan, “Saya
nikahkan engkau denpan ansk saya {si A) jiks ielah berceral dengan
suaptinya”;

Tidak terbatas tidak sah jike dibetasi (Jamanya) dalam dieb dan kabul,

miseinya wali menikahkan sebulan dan sebagainya;

Tidak discbat dalem fab dan kabul sesuaty yang mcmpaka.n maksud nikah,
misalnys wall mengijabkan aqed nikah dengan syarst bahsea suami sesudah
agad nikab akan mentalak isterinya.

Kalau ditihat ketentuan di dalam UU Perkawinan yang mengatur

tentang syarat-syarat unfuk melangsungkan perkawinan yang disehutkan pada

Pasal 6 sampal dengan Pasal 12, maka diantara syarat-syarat tersebut bila

dihubungkan dengan KHI terdapat kesamaan peribal larangan kawin yang

mana aturan ini menentukan keabsghan perkawinan, Sehinpgpa jika melsnggar

larangan kawin maka perkawinan itu tidak sah.

Perkawinan yang dilarang tersebut antara fain :

a,

Petkawman yang dilangsungkan olehs para pibak vang masih datam hubungan
kelvarga/darzh yang tidek boleh kawin (Pasal § UU Perkawinan 7 Pasal 39
KHbh).

Perkawinan yang dilangsungkan oleh pars pibak dimana niempelal wanitanya
masih dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal ¢ UU Perkawinan /
Pagal 40 point & KHE).

Perkawinan vang dilangsunglkan oleh pasa pihak dimana mempelai wanitanys
adalah janda yang maasth dalam wakm tungge (Pasal 11 LI Perkawinan /
Pasal 48 point b KHID.
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d.  Perkawinan yang dilapgsungkan oleh para pihak dimana wali aikalnya ddak
sak dan perkawinan yan ang dilangsunpkan tanpa dikadini sleh dua orang saksi
{Pasal 26 ayat (13 KHI).

Larangan perkawinan karena adanya hubungan sedarsh (sesusi dengan
penelitian peneliti) seperti disebutkan dalarn Pasal 8 UU Perkawinan adalah

perkawinan dilarang antara dua orang yang :

8. Berhubungan darsh dalam paris keturunan ke bawah ataupon ke atas,

b.  Berbubungan dassh dalam garis ketuninan menyamping yaitu antara saudara,
antara seorang dengan saudara orsng tua dan antara seorang dengan saudara
neneknya.

¢.  Berbubungan semenda, yaita mertua, anak firl, menanta, dan ibu/ ayah 8.

4. Berhubungas susuan, yaitu orang tua susuan, angk sususn, saudara susuan
don bibi/ paman susuan.

¢ Berhubungan saudara dengan istri atau sehagai bibi alan kemenakan dasi istri,
daiarm hal seorang syami beristri lehih dari seorang,

f.  Mempunyal hubungan yang oleh agamanya stan persturan lsin yag berlaky,
dilarang kKawin.

Adapun Jarangan kawin dalam Pasal 39 KHI adalah sebaga berikut
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang

wanita disebabkan :

1. Karena perialian nasab :
3. Dengan seorang wanita yang m:::zahzrkmz atau menurunkannya atau
kemrunsnnya.
b, Dengan seorang wanis keturanan ayah stao i
& Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena periatian sababat semenda ;
4. Desgan seorang wanits yag melahitkan istrinya atau bekas istrinye.
b.  Dengan seorang wanita bekas istri oranp yang menurankasnnys,
c. Dengan seorsng waniiz keturunan st alae bekas isrinya, kecuali
putusnya hubunpan perkawinan dengan bekas isrrinya iw gofin of dulhul,
d.  Dengaa seorang wanita bekas Keturumannys.
3. Karena perislian sesusuan
a. Dengan wanita yang menyusuinya den seterusnys menunyt garis lunss

keatas,

&, Dengan secvang wanila sesusuan den ssterusnya mepongd garis furus ke
bawah.

¢.  Dengan seorang wanita saudara sesusean, dan kemenszken sesusuan ke
bawah,

d.  Dengan georang wanila kibi sesusuan dan nenek bibi sesusnan ke atas,
¢ Dengan ansk yang disusii oleh isirinya daa keturumannya,

Terbadap perkawinan-perkawinan tersebut di atas dapat dibatatkan
aten dapat diminta pembatalannys, karena terhadap pemikahan vang

dernikian ferdapat sydral-syarat upluk melangsungkan perkawinan yang

* Abdurrabman dan Riduan Syahrani, Masaleh-masalah Hulum Perkawinas di Indonesia,
{Bandung : Alampi, 199%), hal 19
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dilangpar salah satunya yaitu terhadap pernikahan vang terjadi dimana antara
pihak laki-laki dan pihak perempuan masih mempunyai hubungan darah,

2.3. Pembatalan perkawinan dan akibat hukemnya

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan yang berupa
keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan it
dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap
tidak pemah ada.*® Dari pengertian pembatalan perkawinan ity dapat ditarik
kesimpulan, vaitu bahwa perkawioan dianggap tidak sah {#o legal force), dan
dengan sendirinya perkawinan terschut dianggap tidak pernah ada atau
batal, *® Karena itu pihak laki-laki dan pihak perempuan yang perkawinannya
dibatalkan dianggap tidak pemah kawin. Dengan demikian maka mereka
tidak pernah berkedudukan scbagai suami-isteri. Jadi berdasarkan pengertian
tersebut i aras, istilah batalnya perkawinan oleh para safjana hukum
dianggap ticlak teg;ézt, lebih tepat kalau dipergunakan istilah perkawinan dapat
dibatalkan, *® Hal ini atas dasar pemikiran bahwa apabila perkawinan itu tidak
memenuhi syarat, barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah diajukan di
muka pengadilan. Jadi istilahnya bukan batal atau aietig akan tetapi
dibatalkan atau vernjetigbaar.

Pengertian pembatalan perkawinan tidak disebutkan secara jelas baik

dalam UL Perkawinan maepun KHL

Pengartian pembatalun perkawines sgcara nmum menurut hukum Istam adalab
termasuk  dalam  pengertinns  Fusakh, yuitu yang borarti  mencabut alau
membataikan, I dalamnya  terkendung  mengertian  bahwa  Fasath il
memperiihatkan kekuasaan seomng Qodlf (hakim} Islamn untuk mencabut atsu
membatalkan suatn perkawinss atas  pernintaen deri pikak Bstert. Jadi Fasakh
adalak semacam perceraisn dengan keputusan Pengadilan (hakim) atas permintaan
dari pihak fsterl”

* Wahyano Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Op Cit, hal 59

© 15id.,

“ thid.,

T HM. Djamil Latief, Aneka Hukum Perceraion d indonesia, (Jakarta : (ihelia Indonesta.
1381), hal 40,
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Menurut Sayiq Sabig pengertian pembatalan perkawinan adalah
“memasakhan akad nikah, yakni menanggalinya sehingga batallah hubungan

antara suamni dan ister?”. ™

Fasakh ini timbul atan tegadi karena ada syarat yang tidak
terpenuhi  menurut akad nikah atau ada sebab yang datangnya kemudian
yang menghalangi kelangsungan perkawinan. Dalam kaitannya dengan
penelitian yang peneliti teliti. Fasakh int imbul karena edanya gyarat yang
tidak terpenuld menurut akad nikah yakni meskipun nikahnya sudah
sempurna askan tetapi ternyata pasangan tersebut memiliki bubungan darah.

Jadi menurnt peneliti dapat disimpulkan bzhwa yang dimaksud
dengan pembatalan perkawinan adalah diputuskannya hubungan perkawinan
dari ikatan sebagai svami istri oleh hakim (Qodhi) pengadilan dengan
ketentuan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila salah satu
maupun kedua belah pihak terbukti dengan benar tidak memenuhi baik rukun

~ ataupun syarat untuk melzngsungkan perkawinan.

_ Pembatalan perkawinan dalam hobum Tslam erat kaitannya dengan
nikahul bethil dan nikeh fosid/fasad. Nikahel bathil adelah pernikahan yang
dilaksanakan oleh secrang laki-laki denpan seorang wanita tetapi rukun mkah
vang ditetapkan syarg’ tidak terpennbi, sedangkan nikah fusid atau nikah
Jasad adalah nikah yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan wanita
tetapi syarat-syarat yang ditetapkan syara’ tidak terpenuhi. Kedua hal ini
nuansanya sulit dibedakan. Hukum kedua pemikahan ini adalah tidak s«h dan
harus dibatalkan.

Di dalam UU Perkawinan dan PP No. 9 tahan 1975 serta KHI Gdak
secara tegas menyatakan adanva lembaga smikantd bathil dan nikah fasid,
hanya ada pasal-pasal yang mengatur tentang batalnya perkawinan dan tata
cara permintaan pembatalan serta alagan-alasan  yeng  diperbolehkan
mengajukan perbatalan perkawinan saja, tetap: substansi dalam praktek
pembataian nikah yang diasjukan ke Pengadilan Agama adaiah karena adanya
kurang rukun atag syarat-syarat yang diperiukan untuk sahnya suatu

perkawinan. Dengan demikian secara tersirat dapat diketahui bahwa nikabid

5 Sayiq Sabiq, Talek dan Mengasuk  Anak, Cetakan Pertama, (Jakarta @ Kalam Maris
1990}, hal 155.
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bathil dan nikakh fusid diskui eksistensinya di dalam UU Perkawinan dan
Peraturan Pelaksananya maupun XHI sendiri,

Karena hukum Islam tidak mepgenal lembaga pembatalan
perkawinan, maka seyogyanya perkawinan yang kurang rokun nikahnya
(nikah bathil) dan kurang syasrat-syarat nikahnya (nikah fasid) dalam
melangsungkan perkawinan adalah dianggap batal dengan sendirinya begitu
diketahui adanya rukun dan syarat perkawinan tidak terpenubi. Namun dalam
Ul Perkawinan menyatakan bahwa tidak ada svatu perkawinan yang
dianggap seadirinya batal meaurut hukum sampai diputuskan pengadilan,
sebagaimana vang diamanatkan Pasal 37 PP No. 9 tshun 1975 yang
mencgaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh
Penpadilan, Ketentuan pasal fersehbut sangat realistis karena suatu perkawinan
yang dilaksanakan secara yuridis formal maka untuk menghilangkan legalitas
yuridis itv haruslah melalui putusan pengadilan, Tentang hal ini tidak peduh
apakah pernikshan itu kurang rukun atau kurang syarat yang ditentitkan
hukum agama masing-masing pihak atau peraturan pemzzdan'g'-ew_zdangan yang
berlaki. Pembatalan perkawinan atas dasar putusan pengadilan ita diperlukan
agar terjaminnya Repastian hukem terutama bagl pihak yang bérsangkutan,
pibak ketiga dan masyarakal yang terlanjur mengetahui adanya perkawinan
tersebut.

Perihal pembatalan perkawinan dalam UUJ Perkawinan pengaturannya
termuat dalam bab 1V, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang diatur
iebih lanjut dalam PP No. 9 tahun 1975 dalam bab V1 Pasal 37 dan 38, juga
diatur dalam KHI di beb X mulai dani Pasal 70 sampai dengan Pasal 76

Dalsm Pasal 22 UU Perkawinan menyatakan “perkawinan dapat
dibatalkan, apabila para pihak fidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan”, Kata “dapat” pada Pasal ini menurut penjelasan
Pasagl 22 U Perkawingn tersebut diariikan “bisa batal™ atau “bisa tidak
batal”, bilamena ketentuan hukum  agamanys masing-masing tidak
menentukan lain.

Dengan demikian, dapat dipahami babwa suaty perkawinan yang
dilaksanakan oleh seéseorang bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan

Kedudukan Dan..., Dewi R i iFE Ul 9
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apabila cacat hukum dalam pelaksanaannya. Perkawinan batal demi hukum
apabilz dilakukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 KHI yaitu antara lain
{yang berhubungan dengan penelitian peneliti} :

#. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai
hubungan darah dalam garis keturunan lorus ke bawah dan ke
atas.

h. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyati
hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaits
antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan
antarg seorang dengan saudara nencknya.

¢ Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyat
hubungan semenda yaitu mertug, anak tiri, menantu dan ibu
N |

Selanjutnya perkawinan dapat dibatalkan sebagaimana disebut dalam
Pasal 71 KHI yakni antara lain © '

{1} Seseorang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agame.

(2} Perempuan vang dikawini ternyala masih menjadi isten pria lain

secara sah. _

{3) Perkawinan diiaksanakan dengan paksaan.

Pengadilan Agamza dapat membatalkan pemikahan tersebul atas
permohonan pikak-pilak yang berkepentingan. Adapun mereka yang berhak
mengajukany  permohonan  pembatalan  perkawinan adalah  sebagaimana
disebut dalam Pasal 23 Ut} Perkawinan dan Pasal 73 KHI, yaitu :

(1). Para kelvarga dalam gans lorus ke atas dan ke bawah dard suami
atau isteri;

(2). Suami atau isteri;

{(3). Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksapaan perkawinan
menunt Undang-undang;

{4). Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat
dalam rokun dan syarat perkawinan menurot hukum Islam dan

peraturan Perundang-undangan.
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Para keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau
istert.

Keluarga dari garis ketururan lurus ke atas dari suami atau isteri disini
meliputi ayah, ibu, kakek, nenck, scterusaya ke atas dari suami atau
isteri. Sedangkan gans ketwrunan furus ke bawah adalah anak-anak,
cucy, dan seterusnya ke bawah dari snami atau isteri,

Dengan demikian, maka keinarga dalam garis keturunan lainnya tidak
berhek untuk mengajukan suatu permohonan pembatalan perkawinan
di Pengadilan. Namun apabila mereka mengetahui adanya persyaratan
dalam suatu perkawinan tidak icrpenuhi, maka mereka dibarapkan
bisa memberitahokan hal ity kepada pihak yang berhak untuk
mengajukan permohonan pembatalan. '

Suami atau isteri.

Suami atau isteri di sini adaleh suami atau isteri dalam suam
perkawinan yang dimohonkan pembatalannya ke Pengadilan.

Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksansan perkawinan menurut
Undang-undang.

Dimaksudkan dengan pejabat yang berwepang disini adalah pejabat
yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk mencatat
masalah yang berkenaan dengan perkawinan, perceraian, dan rujuk.
Pejabat dimaksud adalah pegawal pencatat dari Kantor Urusan
Agama.

Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam
rukun dan syaral perkawinan menuesut hukum Istam dan peraturan
Perundang-undangan,

Mereka yang dianggap mempunyai kepentingan disint adalah mereka
yang memiliki kepentingan hukum  secara lanpsung terhadap
perkawinan tersebut seperti misalnya pegawal yang berwenang dan
Eantor Pengadilan Agama.

Mengenai prosedur pembatalan perkawinan baruslah melihat kepada

PP Nomor 9 wahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.
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Adapun prosedur pembatalan perkawinan tersebut diatur dalam Pasal

38 PP No. 9 Tahun 1975, yang menyebutkan :

(1} Permobonan pembaialan suatu perkawinan diajuken pihak-pihak yang berhak
mengajukannya kepada pengadilan yang daersh hukumnya meliput] tempat
berlangsunignya perkawinan, amu tempat tingeal kedua suarmi isteri, suami slau
fsterd,

{2}, Taacara pengajuan pernbatalan perkawinan dilakukan sesvai dengan wtacars

pengajuan gugatsn perceraian.
(33 Hal-hal yang berhubungen dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan
perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukas sesual dengan matacarz tersebut

dalam Pasal 36 geratusan pemerinab int.

Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi yang
beragama Islam dan Pengadilan Negesi bapi vang beragama nor-muslim,

Dari ketentuan Pasal 38 PP Neo. 9 Tahan 1973 di atas, maka secara
umum dapat dikataken bahwa prosedur pembatalan perkawinan khususnya
bagi yang beragama Istarn dilaksanakan sebagai berikut :

Pihak yang berhak memohonkan pembatalan perkawinan mengaiukan
surat permohonan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya melipui
tempat tinggal suami isleri atau fempat dilangsungkannya perkawinan. Surat
tersebat berisikan pmnbhman supaya Penpadilan membatalkan perkawinan
dimaksud disertal dengen alasan-alasan dan meminta agar Pengadilan
bersidang untuk itu.

Pengadiian kemudian mempelajari surat permohonan tersebut, dan
memanggil pemohon, suamy isteri, suami atau isteri untuk dimintai penjelasan
sehubungan dengan permohonan terscbut, pemanggilan ity dilakukan dalam
jangka 3¢ hari sejak ditenmanya surat permohonan tersebut,

Setelah terbukti perkawinan fersebut memenuhi persyaratan untuk
dibatalkan, maka barolah Pengadilan mengeluarkan  keputusan  yang
membataikan perkawinan yang diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk
Lmom.

Kemudian karena kewsgjibannya Panitera Pengadilan Agama atau
pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan
Pengadilan tadi yang telah mempunyai kekuatan hukum vang tetap atau telah
dikukubkan tanpe bermeterai kepada Pegawai Pencatat di daersh mana

pembatalan perkawinan tersebut terjadi, dan oleh pegawai pencatat putusan
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itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuab dafiar vang diperuntukkan untuk
it

Prosedur demikian juga dapat dilibat di dalam Pasal 74 point a KHI
{meskipun KHI tidak mengatur secara rinci bagaimana prosedurnya) yang
menyatakan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapatl diajukan ke
Pengadilan Agama yang mewilayahi fempat tinggal suami atau isteri atau
tempat dimana perkawinan tersebut dilangsungkan,

Menurut Pasal 28 ayat {1} UU Perkawinan, “Svaty perkawinan
dinyatakan batal apabila telah ada keputusan Pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, dan diberlakukan secara surat hingga saat
berlangsungnya perkawinan”. Hal ini senada dengan Pasal 74 ayat (2) KHi
yang menyatakan bahwa “Batalnya suatu perkawingn dimulal sejak atau

setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukem yang fetap dan

berlaki sejsk saat berlangsangnys perkawinan”. Oleh karenanya dengan
adanya putusan Pengadilan Apama ini, maka berlaku keadaan semula
sebelum ;}ﬁfka&&énan 1ty dilaksanakan. | .

Akan tetapt di dalam Pasal 78 ayat (2) UU Perkawinan pengecualian

dari daya surut putusan tersebut adalah terhadap : |

1. Anak-anak yang lahir dari perkawipan tersebut;

2. Suami atau Isteri yang bertindak dengan itikad baik kecuali
terhadap harta benda bersama, bila pembataian perkavanan
didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu,

3. Orang ketiga lainnya sepanjang memperoieh hak-hak dengan itikad
baik sebelumn putusan fentang pembatalan mempunyai kekuatan
hukum yang tetap.

Pada KHI, pengecualian terhadap putusan pembatalan perkswinan

terdapat dalam ketentuan Pasal 75 dan 76, Pada Pasal 75 KHI menyebutkan,
keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

a. Perkawinan ysng batsl karena saiah sate pihak dard suami stau isteri munad;

b. Ansk-anpk yang dilahirkan dari perkawinan rersebu;

¢. Pihak ketiks sepanjang mwercka memperoleh hakuhok dengan ftkad baik,
sebelum keputusan pembataian perkewinan mempunyai kekuatan hukum yang

L.
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Pasal 76 KHI menyebutkan bahwa: “batalnya suatu perkawinan tidak
akan memutuskan hubungan antara anak dengan orang tuanya”™,

Segala akibat hukum sehubungan dengan batalnya suatu perkawinan
tidak jauh berbeda dengan akibat hukum dari perkawinan vang putus, baik
karena percergian ataupun kareng kematian.

Sepert: halnya perkawinan yang putus karesa perceraian atau
kematian, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan vang dinyatakan batal
ini juga berstatus scbagal amak yang sah. Kesalshan-kesalahan yang
dilakukan oleh orang tuanya tidak dipikulkan kepada anak-anak yang lahir
dari perkawinan yang dibatalkan itv. Dengan demikian, anak-anak tersebut
mempunya status hukum yang jelas dan resmi dard orang tua mereka.

Demikian juga halnya dengan harta benda yang ada dalam
perkawinan, juga akan diatm‘ sebagaimana pengaturan terhadap harta benda
dalam perkawinan yang putus akibat perceraian maupun kematian.

Segala ikatan hukum bidang keperdataan yang dipf:rb‘uat oleh suami
isteri sebelum perkawinannya dibatalkan adalah sah baik- terhadap harta

bersama maupun terhadap harta kekayaan pribadi masing-masing.

Pembatatan perkawinan karens alasan fasad

. Pembatalan Perkawinan karena alasan fased atau nikah fusid dalam
penelitian imi adalah dikarenakan terjadinya perkawinan atau peynikahan
dimana antara suami dan isteri masih mempunyai hubungan sedarah (nasab).
Perkawinap sedarah dalam kasus yang diteliti adalah perkawinan antara
nenck dengan cucu secdra garis menyamping dimana yang bertindak sebagai
wali adalah kakak seayah dari mempelai wanita dan juga sekaligus kakek dari
mempelai pria. Dimana perkawinan ini terjadi dengan alasan keluarga sudah
tidak dapat mencegab terjadinya perkawinan dikarenakan antara calon
mempelal wanita dengan calon mempelai pria sudah sangat saling mencintai,
sehingga sulit untuk dipisahkan, berbagai upaye sudah dilakukan oleh pihak
keluarga untuk mencegah terjadinya cinta terlarang antara nenek dan cuey
tersebut, diantaranyz dengan memisahkan jarak antara keduanya. Dimana

menurut penjelasan dad fbu calon mempelai wanita yang mengatakan bahwa
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seteleh diketahui anaknya menjulin cinta terlarang dengan cucu dari kakak
seayshnya, maka kemudian anak perempuannya tersebut disekolahkan di
Bandung, kemudian dipindahkan lagi ke }agyai{amw, namun demikian upaya
tersebut  tetap fidak berbasil, karepa diantara keduanya ftetsp saja
berhubungan, melibat gelagat yang demikian maka akbimya kakek dan
mempelai pria yaitu H. AS yang sckaligus merupakan kakak scaysh dan
mempelai wanita menikahkan keduanya, dihadapan petugas KUA Kadipaten,
Majalengka. Menurut pengakuan dari H. AB, hal ini terpaksa dilakukan
daripada terjadi perzinahan dan ada kekhawatiran cusunya akan melakokan
bunuh diri jika tidak dinikahkan dengan NHSR™ yang merupakan adik
seavah darl H, AS.

Pernikahan dilakukan di KUA Kadipaten, Majalengka, dikarenakan
adanya penclakan dan KUA tempat kediaman kedua calon mempelal vaitu di
Daeraly Kecamatan Sukra Indramayu, dimana seharusnya yang berwenang
melangsungkan pencaiatan permikahan adalah KUA Sukm Indramayu.
Pernikahan tersebut dapat dilangsungkan di KUA Kadipaten, Majalengka
karena adanys peranan yang cukup dominan dari Kakek éari mermpelai pria
yang sekaligus kakak seayah dan mempelai wanita vaitu H. A8, yang berasal
dari Kadipaten, Majalengka. Hal ini berdasarken keterengan dan Hi. CBW
yang mengatakan bahwa kakak seayah dari anaknya banyak berperan dalam
melangsungkan pemikahan tersebut. Pernikahan tersebut dapat beriangsung
meskipun pernikahan tersebut tidak mendapat izin dan tidak dibadini oleh Hj.
CBW vang merupakan {bu dari mempelai wanita yaitu NHSR. Menurut
keterangan dan H). CBW, dia tidak mengeralun terjadinya perkawinan
tersebut, dia baru mengetabui tentang pernikahan putrinya, pada saat
menelpon ke Jogyakaria dan mendapat kebar bahwa putrinya tidak ada di
tempat kostaya karena sedang pulang ke Indramayu, kemudian berdasarkan
keterangan dan segenap tefangpa di tempat kediamannya vang juga
berdekatan dengan kediaman keluarga besar mempelai pria karena masth
dalam satu kampung, yang mengatakan bghwa romboogan dard keluarga
besar mempelal pria dan juga anak perempuan yang dicarinya yaitu NHSR

** Wawancaras dengan Hj. CBW, tanggal 12 Februari 2009
» Wawancara dengan B. AS, tangge) 12 Febroari 2009
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pergi memyju Kadipaten, Majalengka untuk melangsungkan perkawinan,
Mendengar kabar tersebut Hj. CBW langsung menyusul ke Kadipaten untuk
membatalkan prosesi pernikahan anaknya tersebul, namun upaya untuk
membatalkan terjadinya pemikahan tersebut sudah terlambat, karena
pernikshannya sudah dilangsungkan di hadapan Petugas KUA Kadipaten
sebelum Hj. CBW tiba dilokasi permikahan, meskipun demikian atas dasar
keterangan dari Hi. CBW, vang menjelaskan bahwa pernikahan tersebut harus
dibatalkan karena diantara kedua mempelai masib mempunyal hubungan
darah (nasab), maka berdasarkan hal tersebut dan jugs karena adanya desakan
atau protes dari kalangan Majelis Ulama Indonesia di Indramayu yang
memprotes pemikahan tersebut, KUA Kadipaten menyatakan pemikahan atau
perkawinan antara NHSR dengan HO adalah fased schingga dianggap tidak
pernah terjadi pernikehan, hal ini diserigi dengan tidak diterbitkannya akia
nikah atau buku nikah dalam pemikahan tersebut.®’ Sehinpga sampai dengan
saat ini pernikahan tersebut tidak permah memiliki akia nikah, walaupun
secara de Jacto antara NHSR dengan HO teleh tenadi pernikahen bahkan
sampai dengan saat ini hidup dalam sate rumah tangga, bahkan sampai saat
ini sudah memilik: 2 (dua} orang anak.

Perkawinan vang masth memiliki hubungan darah (pasab) dalam
hukum islam dilarang, karena dalam aturen agema Islam (figis) dikenal
konsep muhnm yang mengatur hubungan sosial diantara individu-individu
yang masth sckerabat (memiliki pertalian darah). Bagi seseorang tidak
diperkenankan menjalin hubungan percintaan atau perkawinan dengan orang
tua, kakek atau penck, saudara kandung, saudara tirl, saudara dan crang tua,
kemenakan seriz cucu, Jadi perempuan yang boleh dinikahi menurut hukum
Islam jalah vang bukan muhrim bagi laki-laki, perempuan mubnm tidak
boleh dinikahi,

Perkawinan yang melanggar ketentuan mubrim adalah tidak sah
secara hukum, karena meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun
dan syarat yang diteotukan belum fentu perkawinan tersebut ssh, karena

miasih tergantung lagl pada sate hal, yaitu perkawinan ity telah terlepas dari

M Waswancara dengan Hj.CRW, tangpal 12 Februari 2009
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segala hal yang menghalangi. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan
laranigan perkawinan.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan mepurut  Amir
Syarifuddin adalah orang-orang vang tidak boleh melakukan perkawinan ™
Dalam hal ini lalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh
dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak
boleh mengawini seorang perempuan,

Keselunuhannya diatur dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi.

Larangan perkawinan itu ada dua macam =

Pertama o larengan perkawinan vang berlaku haram antuk sciemanys dalam anti
sampai kapanr pun das dalam Xeadaan apa pum faki-laki dan perempuan itu tidak
boleh melakukan perkawinan. Larangan dalars bentuk inf disebin mrafram muakbed.
Kedua ; larangan perkaviran beelaku untsk sementara wakiy dolam argd larangan it
beriaka datam keadzan dan wakie tertentu; svatu ketika bila keadaan dan waktu
tertenty it sodah beruhah ia sudah tidak fagt menjsdi haram, yang dissbul mafram

muaqgal.

Sebab-sebab wyang menjadikan perempuan haram dinikahi untuk
selama-lamanya atau masuk kedalam makram muabbad, yaiﬁl- karena
pertalian darah, semenda dan sesusvan, sedangkan schab-sebab yang
menjadikan haram unfuk sementara waktu, yaitu antara lain ;>

}.  Menghimpunkan antara dua crang yang bersaudara atfan

bermabivan;

2, Perempuan vang telsh ditalak tiga kali, scbelum berkawin

dengan laki-lak: vang lain,

Sebagaimana telah disinggung di atas bshwa salah satu larangan
terhadap Perempuan yvang baram untuk dikawini adalgh dengan alasan adanya
perialian darah, dalam hekum Agama Islam hal ini sudah secara tegas
tertuang dalam QS an-Nisa® ayat 23 :

Yang artinya :

“Diharamkan atasmu {mengawini) ibu-ibumy, anak-analeny, saudara-
saudaramau, saudara-sandara ayahmu, saudara-sandara ibumu, anak-
angk saudara laki-lakimu, anak-ansk saudara perempuanmu®

3 Amir Syarifuddin, Op Cit, hal 169
* Amir Svarifuddin, 7bid, hal 110
* Mahraud Yunus., Hikum Perkewinan Delam [shom. cetskan keempat {Jakara ; CV Al

HEidgjah, 1948), hal, 33,
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Amir Sysrifudin mengatekan bahwa tujuh orang yang disebutkan di
atas dalam ayat Al-Qurtan dinyatakan dalam bentuk jamak. Dengan
demikian, dapat pengertiannya dikembangkan secara vertikal atau horizontal.
Dengan pengembangan pengertian tersebnd, maka secara lengkap perempuan
yang diharamken ustuk dikawini oleh seorang laki-laki karena pasab i

adalah?”’

1. Iba, ibanya iby, ibenys ayah, dan seterusays dalam garis harus ke atas.

2. Ansk, anak dari anak faki-lski, wnak dan ansk perempuan, dan setenisnya
menurt garus Turus ke bawah,

1 Sandara, baik kandung, sesyah, atau seibu.

4 Saudara myah, baik hubungannya kepadas ayah secara kandung, seayah atau
seiby; saudara kakek, baik kendusp, seayah stau seibu, dan setzrusnya
mennrut garis s ke atas,

5. Saudara ibm, baik hubunparmya kepade fbu dalam bentuk kamdung, seayak
atau seibu; saudars nenek kandung, seayah alau seibu, dan seterusnya dalam
garis-lurus ke atas.

6. Anak saudara laki-lak: kendung, scayah alav seitny cuew sawdara laks-lak:
kandung, seayah atau seibu das seterasnys dalam garis bwus ke bawsh.

7. Anak sawdars perémpuan, kandunp, seayah atau selby; sucy ssudara kandung,
seayah alay seibu, dan seterusays dalam garis hirus ke bawak,

Sebaliknya scorang perempuan tidak boleh kawin untuk selamna-

iamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut dibawah

it ,

L Ayah, ayahnya ayah dan ayahinys ibu dan seterusnya ke atas,

Z. Anak faki-laki, anak Jaki-laki dari anak kki-lski atau ansk perempusn, dun

geterusnya ke bawah,

Saudara-saudara laki-laki kandung, seaysh atau seibu.

Saudera-saudarg laki-laki ayah, kandung, sesysh atsu seiby dengan ayah;

saudara Inki-faki kakek, kendung atas seayah atan seibu dengan kakek, dan

seteruspya ke aias.

5, Saudara-ssudara laki-laki by, kandung, seayah alsw seibu denpgas 1bu;
sapdara laki-laRi neneck, kandung, scayah atag seibu dengan nemek, dan
seterusnys ke atas.

&, Anak laki-laki saudars faki-laki kandunrg, scaysh ataw seibu: laki-faki dari
saudgra leki-lakd kandung, seayab ateu sziby, das seterusnva mepurut garis
lurus ks bawah.

7. Anak laki-faki dan seudara perempusrn, kandung, seaysh ateu seibw, cucu
faki-taki dari snudara perempuan kandung, seayah atay seibu dan seterusnya
dalam garis lerus ke bawgh.

4 e

Larangan terhadap perkawinan vang memilili pertalian darah juga
terdapat dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, yang artinya

“Diharamkan karena sebab susuan, apa-aps yang diharamkan karena

sebab keturunan {pertalian darah)”,

3 Amir $yarifuddin, Op Cis,hal 211
** Amir Syarifuddin, Jhid,
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Demikianlah berdasarkan ketentuan hukum Islam vang teigh secara
tegas melarang parkawinan antara kelvarga yang ada pertalian darsh,
perialian semenda dan pertalian susuan seperti ter-makinb dalam ayat Al-
Quran dan hadistnya tersebut di atas, dafam ayat-ayat tersebut dijelaskan
siapa-siapa yang tidak boleh saling menikahi. Pada dasammya ketentuan ini
adalah ketentuan yang universal, berkenaan dengan perkawinan sedarah atan
incest taboo® atau “sumbang” dalam istilsh KUHPerdata. Jncest adalah
sexual imercourse between close relatives, sedangkan faboe bermakna
something that is forbidden because of strong religious or social custom.™
Dengan demikian incest taboo atan sumbang merupakan sesuata yang haris
dihinderi karena alasan ketidakpatetan secara sosial dan budaya. s
Tidak hamys Islam yang melarang perkawinan sedarah, umunmnya

semug agams besar dan bangsa-bangsa di dunia melarang perkawinan antara '
mercka yang memiliki hubungan darah. Di Tiongkok, Cina sejek berabad- S
abad lamanya _éii&fang kawin antara mereka yang memiliki hubungan darah, _
Begitu jugé pada bangsa Yahudi di zaman purba, dilarang perkawinan antara
mereka yang berhubungan darah. Perkawinan sedarah tidak diperbolehkan

| pada hampir semua masyarakat di dunia. Akan tetapi, beberapa buéaya di
dunia juga ada yang mentoleransi perkawinan sedarah ini untuk kepentingan-
kepentingan ferfente, seperti politik atou kemurnian ras. Adapun conich-
conioh dan perkawinan sedarah antara latn :

1. Suka Polahi ¢i Kabupaten Gorontsto, Sulswesl, Prakick pmkawingn sedarah
banyak terjadi, Perkawinan sesama saudars adalah hal yang wajar dan bissa di
kalangan suku ini.
2. Kalangan bangsawan Mesir Kuno, khususnya pasca invast Alexander Agang,
melakukan perkawinan dengan ssudara kandung dengan maksud untak
mendapathan Keturuman berdarah murnl dan melanggengkan kekuasaan.
Comtoh yang terdokumeniasi adalah perkawinen Prolemeus H dengan ssudars
persmpiannya Blsinge.
3. Dalam sejarah lsfamn, kita mengenal Kisah pemikahan sifang Habil dan Qabil.
Dea anak Adam ini dititehkas untuk mentkahi secarn silang adik perempuan -

mereka sendin, Igiima dan Labuda.

** Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius, (Jakarta < Penerbit Paramadina, 2060), hal 79.

* Marin 2 Manser,Oxford Learner's Pocket Dictionary, Second Edition, Oxpord
University Press, 1991,

" “Hubungan Sumbang®, httefwww.wikipedia_indonesiz.com, dinkses tanggal 10 Maret
2008,
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Kasus pernikahan silang dalam cerita pernikahan silang Habil dan Qabil
tersebut dapat dikategorikan juga sebagai kasus fzncest atau perkawinan
sedarab, walaupun dalam kasus inf juga sarat dengan pesan lain misalnya
tujuan pernikahan yang tidak hanya bertujuan untuk pemenuhan seksual.
Penghargaan Islam terhadap perempuan dari kasus ini adalah bahwa menikahi
perempuan bukanlah berdasarkan kecantikarmya. Qabil yang bersaudara
kembar dengan Iqglima menolak pernikahan silang karena ja mendasackan
pemikahan itv hanya pada naluri seksuslnya. Dia melihat bahwa adik
kembarmnya lebih cantik daripada saudara kembar Habil. Karena mereka
adalah manusia pertama di bumi maka Qabil dan Habil harus melakukan
pernikahan dengan fujuan regenerasi dan meskipun mereka saudera kandung
namuy tetap dihindari kedekatan gezz'sehingga perkawinan dititahkan silang,

Di tinjau dari segi medis, perkawinan sedarah berpotensi tinggi
menghasilkan keturunan yang secara biclogis lemah, baik fisik mappun @ ———e
zgent;?}l {cacat), atau bahkan letal (mematikan). Akumulasi gen-gen pembawa
“sifat lemah™ dan kedua erangtua terekspresikan pada ketununan {anak).

“Dampak dari hubungan incest adalah kemungkinan lebib banyak
membawa gen homozygot. Beberapa penyakit yang ditorunkan melalui gen
homezygot resesif vang dapat menyebabkan kematian pada bayi yaitu fatal
apemia, gangguan penglihatan pada anak urnur 4-7 tahun yang bisa berakibat
buta, albino, polidacty dan sebagainya. Pada perkawinan sepupu yang
mengandung gen albine maka kemungkinan keturunan albino lebil besar
13,4 kali dibandingkan perkawinan biasa. Kelemahan genetik lebib
berpeluang muncul dan riwayat genetik burok akan bertambab dominan serta

banyak muncul ketika lahir dar orang fus yang memiliki kedekatan

keturunan”,

Dalam Hadits Nabi disebutkan, artinya : “Janganlah mengawini
keluarga yang dekat (kawinilah orang asing), supayva keturunan kamu jangan
lemah”.

Jadi jelas bahwa perkawinan sedarah tidak memenuhi syarat-syarat
perkawinan sepertt yang di atur dalam UU Perkawinan maupun i dalam KHI

® “incest : apa pula i, <httpfidiatnika muitiply.comficurnalfitemy 107>, dizkses 10
Maret 2009,
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dan yang lebih dihindari adalah akibat dad segi keschatannya yang
kemungkinan besar menghasitkan keturunan yang lemah,

Sehingea berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang larangan terjadinya
perkawinan yang masih memiliki hubungan darah berdasarkan Al-Quran,
Hadist, UU Perkawinan maupun K31, maka sudah seharusnya apabila terjadi
perkawinan yang demdkian maka terhadap perkawinan tersebut harus
dibatalkan, karena bukan hanya melanggar hukum negara tetapi juga
melanggar hukum-bukum agama yvang sudah sangat jelas melarang terjadinya
perkawinan yang masib memiliki bubungan darah.

2.5, Kedudukan anak menurot undang-undang perkawinan
" Adanya pembatalan perkawinan akan berdampak pada anak-anak hasil
perkawinan yang dibatalkan tersebut. Aken timbul berbagai pertanyaan
terhadap posisi ansk-anak dari hasil perkawinan teisebut, Bagaimana
kedudukan antara anak dengan orang tuanya jika dihubungkan dengsn
keabsahan anak dikaitkan dengan ketentuan bahwa keabsahan seorang_ anak
adalah fergantung dari sah atau tidaknya perkewipan keduva orang fuanya.
Bukankal itu berarti bahwa anak-anak tadi dianggap juga sebagai anak yang
tidak seh. Kalaw demikian, kepada siapa anak-anak vang tidak berdosa ini
harus memanggil ayah dan ibu. Lantas bagéimazza statusnya, anzk
| kandungkah, anak luar kawankals, perlukah pengakuan dari orang tuanya atau
bagaimana. Kedudukannya tidak jelas dan tidak menguntungkan. Padahal ia
terlahir dari suatu perkawinan vang sah dan barn dinyatekan batal
keabsahannya setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunvai
kekuatan hukum yang tetap, untuk dapat dilakukan pembatalan perkawinan,
maka landasan yundis untuk mengajukan gugatan tersebut harus terpenuhi,
misalnya adanys akta nikah vang dikeluarkan oleh KUA setempat, sehagai
bukti otentik telah dilangsungkannya pernikahan.
Unmk menentikan apakah anak yang perkawinan oranghianya
dibatalkan karena adanya hubungan darah terscbut adalah anak sah atau anak
luar kawin, maka akan peneliti bahas mulat dari makns anak sah dan anak

luar kawin itu sendisi.
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Setelah ditelaah bahwa anak dari hasil perkawinan sedarah sesuai
makna anak sah menuret Pasal 42 UU Perkawinan dan Pasal 99 point a KHI,
muaka anak dari hasil perkawinan sedarah yang perkawinannya tidak mermiliki
kekuatan hukum maka anak yang dilahizkan merupakan anak luar kawin,
karena perkawinan orang tuanya tidak sah sesuai depgan ketentuan UU
Perkawinan dan KHL

Anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak sah
tidak mempunyai status hukum sebagairpana anak kandung dan akibat hukurm
lainnya adalah tidak mempunyai bak-hak keperdataan vang melekat padanya
sebagaimana layaknya anak sah, serta tidak berhak untuk mempunyai nama
belakang dari bapaknya untuk menunjukan keturunan dan asal usuinya.

Mengenai anak luar kawin% hukam Islamn menetapkan anak luar kawin

ke dalam 2 (dua) polongan yaity : ¥

{13 Anak mula’anch, yaite anuk vang ditahicksn dari seorang wanila vang di-li’an
cleh suamisva. Kedudukan hulanm anak molg ‘gnadr ind Banya mengikot nasab
ibunys yeng meiahitkanaya, ]

{2} Amk sywbhar, kedudvkannys tidab ada hubungan nesab denpan ayshoya
kecuali kalau ayahmya itu mengakuinya, -

Hukum lslarm membedakan synbhat kepada dua bentuk, yaitu : 2

{33 Anak spubhat yany dilabirkan dari syabbier perbustas adalaly hubigan seksus)
vang dilakukan karens suans kesslaban, Misainya salah kesmwnz, ‘svami
menyangka yang sedang tidur dikamar adalah istrinya ternyats adalah iparnya
atau wanita lain, Demikian pula istrinya menvangka vang sedang tidur di
kamarnya adalah  soarmsinyy  kemudian  feriadl hobungsn  scksuzl  dan
menvebabkan hamil seria melahirkan snak dilvar nikah.

{2) Anak spubkar veng dilahirken dari suaty zkad, misalnya seorang laki-laki
menikehi seorang wanita, kemudian diketabui bahwa wanita yang dinikahinya
iw adalsh adik kandungnys sendird atau ssedara sepersusuan yang haram
dinikadi. Jika melahirkan angk dari dua sprbhor 5, maka anak tersebut dapat
ditubungkan nasabasya kepada bapak syubhor-nya atas penpakuannya,

Jadi menurut hukum Islam anak hasil perkawinan sedarah termasuk
dalam anak syubhad yang dilahirkan dalam suatu akad. Anak ini memiliki
hubungan keperdataan hanya dengan ibunya saja, tetapi dapat dihubungkan
nasabnyz kepada bapaknya dengan jalan pengakuan anak. Pengakuan ansk
bertujuan untuk memperoleh hubungan keperdataan antara si anak Juar kawin

' abdul Maran, Aneka Masaleh Hukum Perdaie Ilgm di Indowests, (Jakara : Kencama

Prenada Media Group 2008), hal. 83,

% 1514 hal. 83— 84,
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dengan bapak yang mengakuinya. Hubungan keperdataan tersebunt
menimbulkan hak dan kewajiban seperti pemberian nafkah, hak memakat
nama belakang, mewaris, dan sebagainya.

Tetapi baik UU Perkawinan maupun KHI tidak menjelaskan secara
rinci tentang pengakuan anak Juar kawin, Hanya dijelaskan bahwa anak luar
kawin hanya mempupyel hubungan Keperdataan dengan ibu  yang
melahirkannya atae  keluarga ibunya. Kedudukan anak lvar kawin
berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2 UU Perkawinan, akan distur secara
tersendisi dalam Peraturan Pemerintah tetapi sampai sekarang peraturan yang
dimaksud belum pernah diterbitkan bahkan sampai dengan dikeluarkannya
PP No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dard UU Perkawinan,
mengenai anak luar kawin tidak mendapatkan pengaturan yang jelas, dengan
demikian kedudukan anak luar kawin fidak terlindungi secara hukum, Oleh
karena UU Perkawinan dan KH! tidak mengatur secars rinci mengenal
" pengakuan anak luar kawin ini, maka kita merujuk pada ketentuan yang
terdapat dalam KUHPerdata. Lembaga pengakuan anak dalain hukum perdata

diator dalam Pasal 272 KUHPerdata, yang berbunyi :

Anak di juar kawimn, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atan dalam sumbang,
disahkan oleh perkawinan yang menyusul dart ayah den thu mercka, bila ssbelum
melakukan perkawinan mereka wlah melakokan pengakuae secara sah terhadap
anzk ik, ataw bila pengakuan it #rjadi dalam akta perkawinannya sendini.

Sayang sekali Pasal tersebut mengecualikan terhadap anak yang
dilahirkan dari incess (sedarah/dalam sumbang) dengan menyatakan bahwa
“Kecuali anak-anak vang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbarng, tiap-
tiap anak vang diperbuahkan di luar perkawinasn, dengan kemudian kawinnya

bapak dan ibunya, akan meniadi sah.....ds{”.

Menurs hulkam perdata sebapaimana tersebit dalam Paval 224 ayat {1) N-BW
pengakuan terhadap anak tidak sah adalah batal jika dilskukan smara lain oleh
pria yong ditarang kawin dengan ibunya ansk, jups pengakuan dilasing karena
ada pertalian darah yang sangat dekat {incesr) atan karenz hubungan semenda.
Pria tersebut tidak boloh menpakul amak di hear kawin jin, jiks dilakukan juga
maka pengakuan ity batal. Akibatnys angk tersebut beeada pada posisi yang tidak
menguntunekan i nmsyarakat, anak sepenti ini disebut anak kampang.

Lantas bagaimana nasib anak yang terlshir tidak tshu apa-apa dan
tidak bisa memilih orang tuanya ini, adilkah jika dia juga dibebani imbas dari

* 1bid Bal. B8
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kesalahan/kekhilafan orang tusnya. Ketentuen dalam KUHPerdata tersebut
terkesan tidak adil karena membiarkan si sapk tidek terayomi oleh hukum
karena tidak ada ketentvan yang mengatur lebih Janjut, Selain itu kesalghan-
kesalahan yang dilakukan orangtuanya terkesan ikut dibebankan kepada anak
vang tentu saja jika ia bisa memilih, maka tidak akan mermdlih difshirkan dan
orang tua yang tidak sah untuk melakukan perkawinan,

Pengecualian dari Pasal 272 KU/HPerdata tersebut hendaknya dibuat
pengaturan tersendini demi melindungi kepentingan ansk. Jangan sampai anak
dibiarkan begitu saja tanpa perlindungan dan pengayorman hukum kerena
tidak ada peraturan yang mengatur. Karena negara berkewajiban uniuk
melindungl setiap warganya, terutama bagl anak.anak vang tanpa doss dan
tanpa bisa memilih siapa orang tuanya.

Sebagzimans felah disinggung di ztas bahwa perkawinan bary
dinyatakan batal setelah adanya putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan
hukum tetap dan berlaky surut sejak saat dilangsungkannva perkawinan,
Narnun fja}*& berlako suryt darf putusan itu dikecualikas terbadap anak-anak
yang dilahirkan dan perkawinan yang dibataikan tersebut (Pasal 28 ayat 2 UU
Perkawinan dan Pasal 73 poimt b. KHI} Kemudian dalam Pasal 76 KHI
menyebutkan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan fidak akan memutus
hubungan bukum antara anak dengan orangiuanya”,

Ketentuan tersebut di  atas dimeksudkan univk  melindungi
kemaslahatan dan  kepentingan hukem serfa masa depan ansk yang
perkawinan ibu-bapaknya dibatalkan. Tidak terkecuali terhadap pembatalan
perkawinan karena adsnya hubungan derah ini. Tidak dapat dibayangkan
bagaimana kalau scandainya keputusan pembatalan itu berlaku jupa terhadap
anak-anak yang perkawinan orang tuanya di batalkan. Anak berada pada
posisi yang lemah darn tanpa perlindungan.

Adanya ketentuan dalam Pasal 28 ayat {2) UU Perkawinan dan Pasal
75 point b KHI serta Pasal 76 KHI tersebut mengandung makna bahwa
kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh keduz orang tuanya tidak dapat
dibebankan kepada anak-anak vang lahir dari perkawinan yang dibatsikan.
Dengan demikian anak-anak tersebul fetap mempunyal status hukum yang

Kedudukan Dan..., Dewiana Raswinarni, FH %&&Q@mima indonesia
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jelas dan resmi sebagai anak yang sah dan orang tua mereka, meskipun
perkawinan orang tuanya dibatalkan oleh pengadilan. Namun demikian
ketentuan tersebut hanya berlaka terhadap perkawinan sedarah yang
dilakukan pembatalan, dengan memiliki dasar atau landasan perkawinan yang
jelas, sedangkan terhadap kasus yang menjadi objek penelitian, perkawinan
sedarah tersebut tidak diterima upaya pembatalannya, karena tidak mwemiliki
landasan vuridis suatu perbuatan hukum fedadinya pernikahan, karena tidak
dapat memberikan bukti akia nikeh, hal tersebut tentu saja tidak dimiliki
karena memang sejak awal 1idak diterbitkan akta nikahnya.

Masalah anak hasil perkawinan sedarah, seperti telah disinggung di
atas bahwa pengakuan angk lusr kawin dikecualikan terhadap anak
ﬁcrkawinan sedarah. Akan tetapi dengan adanya ketentuan pengecualian daya
berlakz surat terhadap pembatalan perkawinan bagi ansk-anak yang
dihasilkan dari perkawinan tersebut, maka anak-anak itu  {fermasuk
pembatalan karena perkawinan sedarah) olch hukum dianggap sebagal anak
sah dengan catatan perkawinan orang tuanya yang memiliki hubungan darah
tersebut diterbitkan akia nikah, sebagai bukti diakuinya pernikahan tersebut.

Adanya ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan yang
mengecualikan daya berlaku surut terhadap pembatalan perkawinan bagi
anak-anak yang dihasilkan dad perkawinan tersebut yaitu demi melindungi
kepentingan hokum snak. Namun pembatalan terhadap perkawinan sedarah
mempunyai akibat yang spestfik dan tidak bisa disarnakan dengan pembatalan
perkawinan karena  kurangnya syarat-syarat untuk  melangsungkan
perkawinan pada vmurnnya.

Dalam pembatalan perkawinan pada umumnya ataw  putusnya
perkawinan pihak svami berhak ryjuk atau bisa kembali membina rumah
tangga jika ikhwal penyebab pembatalan itu hilang. Berbeda dengan
pembatalan perkawinan karena perkawinan sedarsh, suami tidak memilikd
hak kembali membina rumah tangga karena hubungan darah adalah larangan
kawin yang beriaku selama-lamanya (mahraem wmuwabbod). Tetapt UU
Perkawinan maupun KM dengan ketentuannya menyatakan bahwa skibat
hukum pembatalan perkawinan tidak berbeda dengan putusnya perkawinan,
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padahal khusus pembatalan perkawinan karena adanya hubungan sedarah ini
jelas ketentuannya berbeda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Perkawinan, Perkawinan dapat
putus karena disebabkan oleh tiga hal yaitu karena kematian, percerman dan
karena keputusan Pengadilan.

Dalam hal putusnya perkawinan karena kematian maupun perceraian,
anak memiliki nasab yang jelas, karena dapat diketahui siapa ayahnya dan
siapa ibunya. Begitupun dalam hal pembatalan perkawinan pada umumnya, s
anak dengan jalan pengakuan bisa memiliki nasab yang jelas pula dari orang
tianya. Berbeda dengan anak hasil pembatsian perkawinan karena adanya
hubungan sedarzh. Misalkan seorang laki-laki si A menikah dengan adik
kandungnya si B, maka si anak akan rancu nassbnya. Hal ini berpengaruh
sekail dengan masalah waris mewarisnya. ST A bisa di nasabkan sebaga: ayah
bisa juga dinasabkan sebagai paman. Bepitupun juga sebaliknya si B bisa
dinasabkan sebagei ibu bisa juga sebagai bibi dan si anak, ﬁahingg_a
membingungkan dalam pembagian waﬁs, Atas dasar hal tersebutlah yang
membuat pembatalan perkawinan terhadap perkawinan sedarah perlu
pengaturan tersendiri, termasuk didala&mya adalah pengaturan mengena
anak fuar kawin vang dikarenakan perkawinan erangtuanya tidak diakui
dikarenakan masih adanya hubungan darah diantara keduanya.

Pagal 43 ayat (2) UU Perkawinan mengamanatkan untuk membuat
ketentuan tentang kedudukan anak Juar kawin tapi sampai sekarang Peraturan
Pemerintah yang dimaksud belum pemah dibuat, padahal uveia dari UU
Perkawinan sendiri sudah memasuki usia yang ke 33 Tahun, Usia yang cukup
fama bagi sebuah peraturan permndang-undangan.

Mungkin untok mengisi kekosongan hukum dan  melindungi
kepentingan anak inilah pembuat undang-undang mengecualikan dayas
berlaky surut dari pembatalan perkawinan bagl anak hasil perkawinan
tersebut. Pada dasarnya peneliti sependapat dengan fujuan malia fersebur,
tetapi demi tercapainya sinkronisasi hukum tanpa merugiken kepentingan
anak hendaknya terhadap anak hasil perkawinan sedarah (karena ja memang
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spesifik dan berbeda} dibuat peraturan fersendin yang lebih khusus demn
kepentingan yang terbaik bagi anak dan kepastian hukum.

Sebagaimana tclab disinpgung di atas bahwa Peraturan Pemerintah yang
mengatur mengenal  kedudukan anak Juar kawin (termasuk anak hasil
perkawinan sedarah) belum dibentuk. Sehingga untuk memperoleh hak
keperdatean dari orang tua ferutama bapaknys harus melalyi lembaga
pengakuan anak. Sayang sekali Jembega pengakuan anak dikecoalikan
terhadap anak hasil ircest. Namun demikisn untuk mengisi kekosongan
hukurn dan meiindung] kepentingan anak yang dilahirkan dalam perkawinan
intest yang perkawinannya dibatalkan, maka diberlakukaniah pengecualian
daya berlaku surut pembataian perkawinan terhadap amak hasil perkawinan
_ tersebut, hal ini idak berlaku bagi perkawinan incest yang upaya pembatalan
perkawinannys ditolak, karena perkawinannya sendini tidak pemnah diakui
keberadasnnya secara hukum, maka terhadap anak yang demikian tidak dapat
diberlakukari  ketentwan Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan yang
- mengmualikarx_ daya berlaku surut terhadap pembatalan perkawinan bapi
anak-anak yang dibasilkan dari perkawinan, schingga dengan demikian
hubungan aptara angk dan ayah tidak mendapatkan kekuatan sccara hukum,
baik mengenai tanggungjawab nafkah, pengasuhan sampai dengan masaiah
pewarigan.

Jadi untuk menentukan hubungas hukumn antars apsk dan crang
tuanys dalam masalah adanya pembatalan perkawinan karena incest, maka
terhadap perkawinan incest yang dapat dilekukan pembatalan perkawinan,
berlakulah ketentuan mengenai pengecualiap daya berlakn surut tersebut,
artinya bzhwa anak tetap diangpap sebagal anak sah dan pembatalan
perkawinan orang tuanya tidak berpengaruh terbadap hubungan hukom antara
anak dan orang tuanya termasuk dengan ayahnya, sedangkan terbadap
pembatalan incest yang pembatalan perkawinannys tidak diterima, maks anak
tersebut tetap dianggap sebagat anak luar kawin, sehingga anak tersebut tidak
memiliki hubungan keperdatasn denpan syahnya.
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Dilihat dari Pasal 149 XHI akibat hukum putusnya perkawinan
membebankan kepada suami berkewajiban terhadap istrd dan anak-anaknya,
yaity

a. Memberi mut'ak yang layak kepada bekas istninya, baik berupa
uang atau benda kecuali bekas istri tersebut gobia ol dukhul.

b. Memberi nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas istn selama
iddah, kecusli bekas istri telah dijatubi talak ga’in atay nuspuz dan
dalam keadaan tidak harnil

¢. Melunasi mahar yang masih berhutang selundhnya dan separuh
apabila gobia of dulhul

d. Meeberikan biaya hadhanah uptuk angleanaknya yang belum
mencapai umure 2] tahun, '

Adapun syarat-syarat anak wajib dinafkaht oleh ayah dari anak yang

perkawinan otang tuanya mengalami perceraian (dibatalkan) adalah : *

8. Babwa anak ftu masibh keoll (beium balig)

-b, Pahwa anak ¢ miskin, tidak mempunyai harta sendirf untuk nafkahnva

¢. Apabila ansgk it telab balig dan 1eleh kuasa berysaha, maka Bapak tidak wajih
memberi nafkah untuk anak i, Begitu joga jike ansk ity mempunyal harts
sendisi untuk nafkshrya, meskipun dia masih kecll maka tidak waiil Bapak
memberi nafkahnys. Tenuang int iclek sepakat uiama.

Dalam hal pengasuhan anak hukum Islam menentukan : %

4. Apabila reriadi perceraisn antara kedua sunmi-istei, maka anak-anak yang masih
berumur kurang dari ¥ (hun, diz dissuh oleh tbuays, selama tbunys belum

kawin dengan laki-iaki yang lain.
b. Anak-anak yang sudah bersrur 7 tshun Keatzs dapsi memilih apakah akan ikt

serta ibunya atau bapalotya.
¢ bapak memikul bisva untuk pemeliharan dan pendidikan anakezssk wampal

mereks dewasa,
4. Pengadilan Agama menetapkan jomlah biayz untuk memelihars dan mendidik
anak-znak fersebut, bila tidak dapet persetuan antars kedoa belsh pihak.

Kemudian seperti dijelaskan pada uraian terdahulo jelaslah bahwa
peribal status kedudukan dan bubungan hukum anak dar perkawinan yang
dibatalkan itu adaleh tetap anak sah. Akibat dari pembatalan perkawinan
kedua orang tuanya adalah tidak berlaku surut terhadap ansk-anak hasil

perkawinan tersebut sesuai dengan yang digariskan oleh UU Perkawinan dan

& Mahmad Yunus, Mukusr Perkawinan dafam Istom. Cetakan ke-d. {Jskaria : CV. Al

Hidayah, 1968), hal. 127.
 fhid, hal 146
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KHI, maka terhadap anak dan kedua orang tua terdapat hak dan kewajiban
sehagaimana putusnya perkawinan karena perceraian atan kematian, seperti
pemberian izin kawin, hak memakai nama orang tua (dalam hukum Islam
menggunakan Bin atau Bint), demikian pula hak waris-mewarisnya.

Jadi, anak mewarisi harta kekayasn orang tuanya demikian pula
sebaliknya. Ayah dan ibu dapat mewarisi harta kekayaan anak jika gi anak
memiliki harta kekayaan sendin. Pengaturan mengenai bagaimana pembagian
dan kefentuan lainnya diatur sesusi ketentyan agama masing-masing. Bagi
yang beragama Islam tentunya tunduk kepada atuyan hukann wards Islam dan
bagi yang beragama non-Isiam tunduk pada sistem kewarisan Barat atau
hukum warnis adatnya masing-masing, Namun demikian hal tersebut haoya
berlaku bagi pembatalan perkawinan yang diputus oleh Pengadilan, dan tidak
berlaky bagi anak yang lahir dari perkawinan yang mempunysi hubungan
sedarah, yang Gidak diakui perkawinannya secara hukum, dibuktikan dengan
tidak diterbitkannya akta nikab/buky nikah dalam perkawinan tersebut,
é@hingga anak-anak yang dilahirkan terhadap perkawinan yang demikian

tetap sebagai anak luar kawin dan sekaligus termasuk kedalam kategori anak

surnbang atau anak zinah.

2.6. Perlindungan anak dalam vodang-undang perlindungan anak

Negara Kesatvan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-
tiap warga negaranyd, termasuk perlindungan terhadsp hak anak yang
merupakan hak asasi manusia, demikianiah bunyi salah satu dari konsideran
Undang-undang Nomor 23 Tabun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak menurut definisi UU Perlindungan Anak diartikan sebagai
seseorang yang belwm berusia 18 {delapan belas) tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan, sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan
anak menurut 1) Perlindungan Anzk adaiah segala kegiatan untuk menjarmin
dan metindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,
dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan barkal dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan darl kekerasan dan diskriminasi.
Dengan adanya anak yang lahir dari perkawinan yang secara hukum tidak
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memiliki kekuatan hukum seperti perkawinan yang tidak didaftarkan maupun
yang tidak dapat didaftarkan karena adanya alasan penolakan dari petugas
pencatal perkawinan dengan alasan adanya hal-hal yang menygbabkan
perkawinan tersebut memiliki cacat secara hulcum (fsad), salah satunya yaitu
karena antara pihak wanita dan pihak pria masih terdapat hubungan darah
{nasab), sehingga terhadap pernikehan yang demikian tidak dapat dikuatkan
secara hukum, karena berfentangan dengan hukum sgama maupun hukum
positif yaug berlaku di Indonesia,

Implikasi dari tidak diakoinya pernikahen vang teriadi karena
memiliki hubungan darall menyebabkan ansk-anak yang dilshirkao dari
perkawinan tersebut secara hukum dianggap scbagai anak luar kawia yang
menurut  UU Perkawinan, anak fersebut hanya memiliki  hubungan
keperdatasn depgan ibu dan keluargs ibﬁnya. Kendala lain yang dihadapi oleh
anak yang dilahitkan karena oprangtuanya tidek diakui dalam  hal
perkawinannya adalah berkaitan dengan pembuatan akta kelahiran bagi anak
yang bersangkutan, karena salsh satu syafa: pembuatan ak:a kelahiran anak
diantaranya adanya akta nikah atau buku nikah kedua orangtuanya. Hal ini
terjadi delam kasus yang penulis teliti, dimana dalam perkawinan tersebut
telah lahic 2 {dus) orang anak dari perkawinan yapg tidak diterbitkan akia
nikah karena dinilai perkawipannys fasad sampai dengan saat ind anak
tersebut tidak memiiiki akta kelahiran.

Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undasg-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Setiap kelahiran
wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat
terjadinya peristiwa kelahiran paling lambal 60 {enam puluh) hard sejak
kelahiran” yang kemudian berdasarkan laporan tersebul Pejabat Pencatatan
Sipil mencatat pada Register Akta Kelaliran dan menerbitkan Kutipan Akta
Kelahiran. Apabila Pelaporan kelahiran melarmpani batas waktu 60 (enam
pulub}) bari sampai dengan 1 (satu) fahun sejak tangpal kelahiran maka
berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU Adminitrasi Kependudukan, maka
pencatatan dilaksanakan setelsh mendapatkan persetujuan Kepala Instansi
Pelaksana setempat dan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan
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Negeri. Sehingga tentu saja birokrasi yang harus dilewati untuk setiap anak
yang lahir tetapi tidak langsung diurus akta kelahirannya dalam jangka waktu
sampai dengan 60 hari berikut perpanjangannya sampal dengan 1 tahun
belum juga dibuatkan akta kelahiran maka akan mengalami proses yang lebih
rumit,

Alasan para crang tua yang tidak segera membuatkan akia kelahiran
bagi anak-anaknya bervariasi. Faktor yang paling dominan adalah fuktor
masih rendahnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat teptang arti
pentingnya akta kelabiran bagi anak, terutama masyarakal pedesasan,
sehingga sifat apatis terhadap segala sesuatu yany sifainya berurosan dengan
birokrasi menjadi sesustu yang selalu dihindari, kecuali itka ada faktor

keterpaksaan karena didesak oleh kebutuhan, maka secara berbondong-

bondong skan segera mengurusnya, Misalnys edanya kewaiiban memiliki
Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga yang akan menerima Bantuan
Langsung Tunai (BLT) atau syarat untuk mendapatkan Kartu Askeskin atau
Jamkesmas, maka dengan sendirinya masyarakat akan segera membuat KTP,
Demikian halnya dengan akta kelehirap, baru akan dibuat manskala
diperlukan untuk keperluan anak maguk sekolah atau bahkan memasuki dunia
ketja |

Salah satu hak warga negara adalah memiliki akta kelahiran. Dengan
tidak memiliki akta kelahiran, maka akan berpengaruh terhadap tujuan dari
upays perlindungan anek itu sendir, vaitu bertujuan untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerssan dan  diskriminasi, demi
terwujudnys anak Indonesia yang berkualitas, berakhizk mulia, dan
sejzhtera %

Terhadap kasus yang menjadi objek penelitian, dimana terjadi
perkawinan yang tidak diterbitkan akta nikah, dengan alasan masih memiliki
hubungan darsh antara keduanya, sehingga secara hukum perkawinan tidak
memiliki kekuatan hukum, namun dalam kenyataannya sempai dengan saat

& Indonesia, Lndang-undang Tentang Perbindungan Anak, No23 Tabhun 2002, LN Mo 109

Tahug 2002, TEN No4235, ps 3.
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ini perkawinan tersebut tetap berlangsung dan bahkan telah dikarunia 2 {(dua}
orang anak, dimana untuk kedua anaknya terscbut berdasarkan keterangan
dari NHSR sampai dengan saat ini belum atau tidak memiliki akta kelahiran,
dengan alasan bahwa petuges catatan sipil tempat untuk mendapatkan akis
kelahiran selalu meminta buku nikah atau akta nikah dari crang tua dari anak
yang dimohonkan akta kelahirannya.”’

Secara hukum anak yang dilahirkan dan perkawinan yang tidak
diterbitkan akta nikah, maka anak tersebut tidak mendapatkan periindungan
hukum dan tidak mendapatkan haknya sebagai seorang anak, salah satunya
yaituy skiaz kelahiran, Hal inl penting sekali guna menjamin dan melindungi
anak, dan hzk-bakaya agar dapat hidup, tumbuhb, berkembang, dan
berpartisipasi, secara opiimal sesuzsi dengan hatkat dan  martabat

kemarsizannya.

2.7. Kedodukan dan status anak yang lahjr dari perkawinan yang tidak
diterhitlcan akta nikah karena akasan fasad

Anak adalah amanah den karunia Tuban Yang Mahs Esa, dimana
dalam dinnya melckat harkat dan martabat sghagal manusia seutuhnya. Anpk
juga merupakan tupas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita hidup
keluarga khususnya, dan masyarakat nauummya serta memiliki peran strategis
dalarn menjamin kelangsungan kelidupan di masyarakat. Agar setiap anek
mampu memikol tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat
kesernpatan vang seluasduasnya unhuk tumbuh dan berkembanp secara
optimal baik fisik roaupun mental. Dengan demikian perlindungan terhadap
anak dan memberikan jaminan terhadap pemenvhan hak-haknya yang jauh
dart segala bentuk diskriminasi merupakan sesuatu vang penting untuk
dipenuhi.

Kelahirann seorang anak di tengab-tengah keluargs, tenfu akan
meniberi kebahagien tersendini bagl keluarga tersebut. Kehadiran anak
sebagal anggota keluarga vang baru, menjadi bagian dari tanggung jawab

prang tua untuk mendidik anak tersebut menjadi orang yang berguna.

 Wawancara degan NHSR, tanggal 12 Februari 200%
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Satu hal penting lainnya, vang harus dilakukan oleh orang tua setelah
kelahiran anaknya adaiah membuatkan akta kelahiran bagt anaknya,
Persoalan ini terkadang sering terlupakan oleh orang tua. Padahal selaku
warga negara, Kelahiran seorang enak haruslah tercatat sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku. Pencatatan ini dilakokan dengan prosedural
tertentu dap diarsipkan dalam lembaran vang dikenal dengan nama akia
kelzhiran. Akta kelghiran ini merupakan awal dari pencatatan terhadap diri
seseorang di mata hukam.

Mengingat pentingnya akta kelahiran bagi anak dari sudut pandang
hukum, maka mengharuskan bagi setiap orang fua uptuk membuatkan akta
kelahiran bagt anak-anaknya. Akta kelahiran juga akan memberikan kepastian
secara hukumn berkaitan dengan kedudukan dan status hukum anak terhadap
arangiuanya. : :

Kedudukan dan status hukum anak yang tercantum dalam akta
kelahiran akan memberikan periindungan hukum terhadap anak berkaitan
dengan hak mewans, hak nafkah, hak asuh ansk dan sebagainya, Salah satu
syarat untuk membuat akta kelahiran anak adalah barus adanya akia nikah
kedua orangteanya, karena atas dasar itulah akan ditentukan bahwa tclab lahir
seorang anak dar ibu dan ayafniya vang telah menikah secara sah menumt
hukum vang berlaku di Indonesia, ‘

Bagi scorang anak, akta kelahiran merupekan bukti bahwa orang tua
secara hukum sudah memenuhi tanggungiawsbnya untuk memberikan
perlindungan hukum terhadap anak. Hal ind sesuai dengan jsi Pasal § UU
Perlindampan Anak yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas suatu
nama scbagai identitas dirt dan status kewarganeparaan.”

Secara psikologis keberadaan akia kelahiran bagi seorang anak akan
memiliki arti yang sangat penting. Apabila anak akan mendaftar sekalah,
memasuki dunia kerja terutamna jika hendak mengikuti seleksi ujian pegawai
negeri, maka salah satu syarat yang harus disertakan adalah akta kelohiran.
Jika akta kelahiran tidak ada, anak tersebut akan kesulitan untuk ferdaflar
pada sckolah atan mengikuti yjian tersebut. Akta kelahiran juga penting
dalam hal terjadinya pewarisan, karena bukti yang pertama dan utama bahwa
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seseorang termasuk kedalam ahli waris adalah akia kelahiran, Oleh karena itu
setiap orang tua harus memiliki kesadaran membuat akia kelahiran bagi
anaknya.

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa keberadaan akta
kelahitan akan menentukan status hukum seorang anak, dan akta kelahiran
akan sangat ditentukan pula oleh pernikahen kedva orangtanya yang
dibuktikan dengan adanya akia nikah/buku nikah. Lalu jika demikian adanya
bagaimana nasib untuk anak yang pernikahan orangtoanya tidak diakut secara
hukum, seperti halnya dalam kasus pernikahan antars NHSR dengan HO.

Pada hari jumat ianggal 22 Mei 1998 anak dad Hy. CBW yang
bernama NHSR melangsungkan perkawinan dengan HQ, bertindak selaku
wall nikah {(wali nasab) adalah H AS, vaitu kakak secayah dari NHSR dan
sekaligns juga kakek dari HO. Mengenai nukun-rukun perkawinan yang harus
dipenuhi dalam perkawinan terscbut telah dipenuhi semua rukun pikals yaitu
adanya calon suami yaitu HO, adanyz calon isteri yaitw NHSR, adanya wali
nikah yaita H. AS, adanya dua orang saksi dan adanya ijab-qabul serta
dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan atau dicatat oleh
Pejabat/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kadipaten yaitu
Drs. AR,

Sebapgaimana telah dijelaskan di atas bahwa perkawinan selain harus
memenuhi syarat dan rukun nikah, juga harus memperhatikan mengenai
larangan perkawinan atau perkawinan yang dilarang menurut hukum agama
maupun hukum posittf yang berlaku. Tenm saja pada perkawinen antara
NHSR dengan HO tfefadi pelanggaran ketentuan mengenal larangan
perkawinan dan juga tidak dipenuhinya beberapa ketentuan mengenal
persyaratan dalam perkawinan, seperti misalnya dalam perkawinan tersebut
dilangsungkan tanpa seizin dan sepengetahuan dan Hj. CBW selaku lbu
karrdung dari NHSR padabal NHSR pada saat melangsungkan perkawinan
baru berusia 17 tahun, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (3)
UU Perkawinan, mengharuskan bshwa untuk melangsungkan perkawinan
seorang yang belum mencapai urmur 21 {duapufuh satu)} tahun harus mendapat
izin kedua orang fua. Dalam hal salsh seorang dari kedua orang tua telah
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meninggal dunia atav dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,
maka izin tersebut cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari
orang tua yang mampt menyatakan kehendaknya, karena NHSR lahir pada
tanggal 19 Oktober 1980 dan menikah pada tanggal 22 Mei 1998, sehingga
helum mencapai umur 21 (duapuluh satu), seharusnya berdasarkan ketentuan
Pasal 6 ayat (3) tersebut, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus
mendapat izin dari ibunya, karena ayahnya telah meninggal dunia. Ayah dari
NHSR telah meninggal dumia pada tahun 1994%, dengan demikian
berdasarkan ketentuan Pasal § ayat {3) UL Perkawinan tersebut, izin harus
dimintakan kepada orang tua yang masih hidup dalam hal ini adalah Hi.
CBW.

Berdasarkan persyaratan yang termuat dalam Pasal 6 ayat (3) dengan
demikian perkawinan tersebut telah melangpar éyarai vang dikaruskan dalam
UU Perkawinan, seigin it dalam perkawinan tersebut juga melanggar
larangan perkawinaﬁ baik mczmm;t Hukum Agama Islam maupun menurt
hukurn positif yang berlaku di Indonesia, karena HO adalah cucu kandung
dari H. AS, sedangkan H. AS adaiah Kakak seayah NHSR, schingga antara
calon suami dan calon isteri masih mempunyai hobungan darah. Hal ini
bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 hurof b UU Perkawinan, vang
mengatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan
dareh dalam ganms keturupan menyamping vaitu antara saudars, antara
seorang dengen saudara orang tus dap antara scorang dengan saudara
nencknya. Hal tersebut juga tentu saja melangear ketentuan Hukum Agama
Islam sebagaimana termuat dalam QS An-nisa ayat 23 dan Hadist Nabi SAW,
yang dalam implementasi hukum yang diterapkan di Indonesia termuat dalam
KHI, yang terdapat daiam ketentuan Pasal 39 angka | Juncto Pasal 70 huref d
KHI, yang mengatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara
seorang pria dengan seorang wanita disehabkan karena pertalian nasab,

Mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan,
maka perkawinan tersebut mendapat reaksi atau protes dari kalangan Ulama

Indramayu yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MU

= Wawancara dengan Hi. CBW, tangeat 12 Febeyari 2000
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Indramayu, mendapatkan resksi atau protes dar kalangan Ulama raaka
Kepala KUA Kadipaten mengirim surat tertanggal 25 Mei 1998 atav 3 han
setelah  pernikahan  dilangsungkan, inti dari surat itu adalgh bahwa
perkawinan antara NHSR dengan HO dinyatakan fased (fasid) dan mohon
dianggap tidak terjadi perkawinan. Tidak sampail disitu saja, sikap atan
langkah vyang diambil oleh XUA Kadipaten jupa dengan tidak
menerbitkannya buku nikeh/katipan akta nikah kepada NHSR dan HO.

Di samping reaksi atau protes dari MUI Indramayu khususnya di
wilayah Kecamatan Sukra, yang menpetahui terjadinya perkawinan yang
masih mempunyai hubungan darah, protes juga dilakukan oleh orang tua dari
MHSR, vang membernitahukan kepada KUA Kadipaten, Majalengka bahwa
antara NHSR dengan HO masih mempunyai hubungas saudara, sehingga
tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan, Menyadar kekeliruannya
dalam melakukan verifikasi data awal calon mempelai pria dan wanita yang
" dilakukan ecleh KUA Kadipaten, maka KUA Kadipaten mengambil sikap
zﬁenyatz&;aﬁ pernikzhm yang secara hukwn telah dilakukan sesuai dengan
mkun-rukunnya ietapi kemudian diketabui adanys cacat maka KUA
Kadipatenn menyatakan pemikahan tersebut fasod dan tidak akan diterbitkan
akia mikabh,

Permasalahan kemudian yang dibadspi adalah dalam kenyataannva
sikap yang diambil oleh KUA Kadipaten tidaklah mﬁny&iesaikaﬁ masalah,
karena faktanya antara NHSR dengan HO sudah hidup serumah dan merasa
pernikahannya telah dilakekan sesuai dengan prosedur hukum yang harus
dilalu termasuk mentkah di hadapan Pegawal Pencatat Nikah.

Tindakan KUA dengan tidak menerbitkannya buku nikah asau kutipan
akta nikah dianggap tindakan vang tidak sesuai dengan aturan hukum, karena
perkawinan terscbutl secara de focfo telah dilakukan dan di bawah
pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kadipaten,
seharusnya menpurut hukum bila disadari sctelah perkawinan terjadi dan
terbukti melanggar larangan perkawinan, maka tindakan yang tepat adalzh
bukaniah dengan tidak menerbitkan buku nikah atau kutipan akta nikah, tetapi
seharusnya KUA Kadipaten mengambil sikap tetap mengeluarkan buku nikah
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walaupun kemudian KUA Kadipaten mengajukan upaya pembatalan terbadap
perkawinan tersebut. Hal tersebut penting dilakukan karena akabat hukom
dari dibatalkannys perkawinen dibandingkan dengan tidak diterbitkannya
akta nikahk memiliki akibat bokum yang berbeda, karena dalam kenyatasnnya
perkawinan antara NHSR dengan HO tetap berlangsung, bahkan sempai
dengan saat ini, dalam perkawinan tersebut telah dikarunial 2 (dua) orang
anak yaitu satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan®, tentu
saja dengan tidak diakuinya pernikaban kedua orangtuanya maka nasit dart
kedua apak tersebut menjadi anak luar mikah (anak luar kawin}, hal int
dikarenakan pernikahan antara kedua orsngtuanya menurst KUA harus
dianpgap tidak pernah ada (non exiss).

Upaya hukum yang ditempuh oleh orang tua NHSR yaitu Hj. CBW

untuk memberikan perlindungan kepada kedua orang cucunya tersebut, salah

safunya yaitn dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara
NHSR dengan HO, karena dengan dilakukannys upaya pembataian
‘perkéwinan, maka akibat hukumnys terhadap anak yang dilshirkan dari
perkawinan antara NHSR dengan HO berstatus menjadi anak dalam
petkawingn, Karena kedua orang tuanya dianggap telah melangsungkan
perkawinan, mcskipu;.z pada akhirnys perkawinan kedua orangtuanya
kemudian dibatalkan. Hal ini penting sekali karena berdasarkan ketentuan
Pasal 28 Ul Perkawinan, Balalnye suatu perkéwinan dimulai setelah
keputusan Pengadilan mempunyai kekuaian hukum vang telap dan beriaku
sgjak saat beriangsungnya perkawinan, namun demikian keputusan tersebut
tidak berlaku surut terhadap

a. Anzk-anak yang dilahirkan dagd perkawinan tersebut;

b. Suami ateu isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali
terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan
alas adanya perkawinan lain yang lebih dabuly;

¢. Orang-orang ketiga lainnye tidak termasuk dalam a dan b
sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad batk

# Wawancara dengan NHSR, tanggal 12 Februari 2009
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sebelum keputusan temtang pembatalan mempunyai  kekuatan

hukum tetap.
Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 75 KH!, yang mengatakan
bahwa

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlakn surut terbadap:

4. perkawinan yang batal kerena salaly sata darf suami ates isteri murtad,

b.  anak-anak yang dilahirkan dan perkawinae tersebut,

¢. pilak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-bek dengan beritikad baik,
sebelum keputusan pembataian gerkawinan mempunyai kekuatan hokum yang
tetap.

Pada akhimya upaya yang ditempub oleh Hi. CBW untuk melakukan
upaya pembatalan perkawinan tersebut tidak membuahkan hasil, karena muolai
dari tingkat pertama vaitu di Pengadilan Agama Majalengka sesuat dengan
putusannya yaitu Nomor 2323/Pdt.(/1998/PAMijl. permohionan pembataian
perkawinan vang diajukan oleh Hj.CBW tidak dapat diterima. Majelis hakim
berpendapat dalam salah satu pertimbangan hukumnya adalah karens
permohonan pemohon belum ada dasar hukumnya, karena tidak memi?iki
buku nikah atau kutipan akta nikah yang tenta saja tidak dapat mencantumkean
romor register akta nikah, sehingga pernikahan (tindakan hukum) yang
dilangsungkan péda hari Jumat tanggal 22 Mei 1998 antara NHSR dengan
. HO tidak diangpap telah tedadi perbuatan atau tindakan hokum. Kemudian
putusan Pengadilan Agama Majalengka tersehwt dikuatkan baik oleh
Pengadilan  Tingg: Agsma Bandung dalam  putosannya Nomor
38/Pdt.G/1599/PTA.Bdg maupun oleh Mahkamah Agung dengan putusannva
yaitu Nomor 417 K/AG/2003.

Pada saat melakukan Penelian, penulis juga melakukan pengecekan
langsung ke KUA Kadipaten dan bertemu langsung dengan Kepala KUA
Kadipaten yang saat imi menjabat yaitu OF, S.Ag yang menunjukan langsung
buku register pencatatan nikah, dan memang tidak tercatat adanya pernikahan
antara NHSR dengan HO pada bari dan tanggal tersebut, meskipun ada
pernikahan pada tanggal itu, tetapi bukan atas nama NHSR dengan HO, akan
tetapi atas nama orang lain dan pada saat peneliti menanyakan mengenai buku
pendaftaran, mengenai ada tidaknya pendaftaran nikah atas nama NHSR
dengan HQ dalam buku pendafiaran, KUA Kadipaten tidak dapat
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memperiihatkan buku dimaksud. Menurut Kepala KUA Kadipaten bahwa
buku pendaftaran pemikaban pada tahun pernikahan WHSR dan HO sudah
tidak ada lagi, karena itu bukan arsip dinamis.™

Karena tidek ada pencatatan perkawinan, maka majelis hakim
Pengadilan Agarma Majalengka juga berpendapat bahwa pemikahan antara
NHSR dengan HO #fidak memenuhi ketentuan aturan Pasal 2(2) UU
Perkawinan Juncte Pasal 2 PP No 9 Tahun 1975 Juncts Pasal 5 KHL
Mengenai pencatatan perkawinan,

Berdasarkan putusat-putusan tersebut, maka perikahan antara NHSR
dengan HO tidak mendapatkan perlindungan hukem, dengan demikian
tehadap anak juga skan sangat berkaitan sckali, yaitu anak vang dilahirkan
dalam perkawinan tersebut dianggap sebagai anak fuar kawin.

Dalam Pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan bahwa peagertian anak
sah zdalah anak vang dilahirkan dalamis&bagai akibat perkawinan yang sah.
Dari isi pasal tersebut maka dapat ditafsirkan ada dua hal yang menyebabkan
adanya anak sah, yam;

. Anak yang dilahirkan dalam pekawinan vang sah.

Anak itu adalah anak sah apabila lahir dalam 9 bulan 10 hari
{lazirnnya masa kandungan) dan minimal 7 bulan kecuali ada hal-
hal yang diluar bissa dan dapat dibuktikan setelah perkawinan
orang tuanya.

2. Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah

Anak itu adalah amak sah sebagai akibat dari perkawinan, meaka
dapat terjadi bahwa si isteri sudah hamil lebih dahuly kemwdian
menikah sehingga apak ity menjadi ansk sah karens adanya
perkawinan orang tusnys,

Jadi dari tafsiran tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa anak
luar kawin adalah amak yang lahir tidak dalam atau bukan sebagai akibat
perkawinan yang sah.

Anak luar kawin adalah anak yang tidak mempunyai kedudukan yang
sempurnd sepert] anak sah, Dikatakan anak luar kawin karena asal-usulnya

* Wawancara dengan Kapals KUA Kadipaen O, 5.Ag, tanggal 12 Februast 2009
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tidak berdasarkan hubungan yang sah antara ayah dan ibunya. Padahal dalam
L] Perkawinan suamn dan isleri berkewajiban untuk memelihara dan
mendidik anak-anak yang dilahitkan dari perkawinan mereka.’
untuk menijalankan kewajiban tersebut, maka antara kedua orangtuanys harus

berada dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum.
Pasal 43 ayar (1} UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Anak yang

sehingga

dilahirkan di hsar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya,” Meskipun Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan
tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengertian anak luar kawin, namun
dari isinva dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud anak luar
kawin adalab anak vang dilahitkan sebelum pelangsungan perkawinan ibunya
baik dar laki-laki yang memberikan anak tersebut maupun bukan atan bisa
juga lahir setelah pelangsupgan perkawinan namun perkawinan tersebut
masuk kedalam kategori perkawinan yang tidak sah.

| Berdasarkan uraian di atas, maka mengenai anak lvar kawin dapat
dibagi dalam 2 (dua) kaiegori, vaitu :

1. Anak yang lshir dari aysh dan ibu yang mana tidak terdapat
larangan untuk kawin.

2. Anak yang lahjy dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin,
karena sebab-sebab yang dilarang oleh undang-undang/jika salah
satu dari ayah dan jbu di dalam perkawinan dengan orang iaih.

Anak yang masuk kedalam kategori kedua di atas disebut sebagai

anak zinah/anak sumbang. Istilah yang lahir karena zmalvanak sumbang

dapat diterangkan sebagai berikuat :

a. Anak vang lahir karena zinah adalah anek yang dilahirkan seorang peremipuan
atau dibenihkan seorang laki-lzki, sedangksn perempuan atau lelaki e ada
dalam perkawinan orang lain,

b, Anak yang lahir dafam sumbopg adalsh ansk yang Iabir dari seoreng ibu vong
dilarang kawin menurut undang-undang dengan orgng leleki yang memberikan

anak dm.

Dari pengertian &i atas, maka dapat dibedakan bahwa yang dimaksud

dengan :

7' R. Sostojc Prawirshamidjole, Pluralisme dalom Perundang-undangan Perkawinan di
Indonesia, { Surabays : Fakultas Hukam Unair, 1986), hal.105.
7 Ihid hal.147%.
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a. Anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan antara ayah dan
ibu yang masing-masing pihak tidak mempunyai ikatan perkawinan
dengan orang lain maka anak yang dilahirkan itu disebut anak luar
kawin, |

b. Anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan antara ayah dan
ibu yang masing-masing mempunyai ikatan perkawinan dengan
orang lain maka anak yang dilahirkan disebut anak yang lahir
karena zinah.

¢. Anak vang lahir tanpa adanys ikatan perkawinan antara ayah dan
ibn, dan di dalam undang-undang terdapat adanya larangan
nerkawinan diantara mereka, maka anak yang dilahirkan disebut
anak sumbang. ,

Anzak vang dilahirkan dari perkawinan antara antara NHSR dengan

HO masuk kedalam kategori anak lvar kawin sekaligus anak sumbang, yaim
anak yang lahir fanpa adanya ikatan perkawinan yang sah antara ayzh dan
ibunya dan di dalam undang-undang terdapat adanya larangan perkawinan
diantara mereka, yaitu karena masih mempunyal hubungan darah antara
keduanya.

[stilah anak sumbang tidak dijumpat dalam ketentuan LU Perkawinan,
dalam Ul Peckawinan hanya dikenal istilah anak sah giaz} anak Iuar kawin,
istileh anak swnbang dijumpai dalam ketentuan KUHPerdata, hal ini dapat
dilihat dalam ketentvan Pasal 272 KUHPerdata, sebagaimana ielah
discbutkan 4i atas.

Hal i akan lain akibat hukumnya jika pada waktu itu perkawinan
antara NHSR dengan HO ictap disahken walaupun kemudian digjukan
pembatalannys olch para pihak yang berwenang untuk  mengaiukan
permohonan pembatalan, salab satunya yaitu Pejabat yang berwenang dalam
hal int adalah pejabat KUA Kadipaten, hal ini juga dibenarkan oleh 08, 8.Ag
yang mengatakan bahwa “jika pada waktu itu dia yang menjabat scbagai
Kepaia KUA, maka terhadap pernikahan tersebut akan tetap diterbitkan akta
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nikah dan kemudian karena fterjadi kekeliruan maka akan diajukan

pembatalan perkawinannya ke Pengadilan Agama.™”

Alasan mengapa tetap dilangsungkan pernikahan, meskipun adanya
larangan untuk pernikahan yang masih mempunyaj hubungan darah, menurut
H. AS “karena keduanya saling mencintal dan untuk  menghindan tegadi
perzinghan karena keduanya sudah sangat dekat sekali. Disamping ity ada
juga kekhawatiran bahwa jikalau sampai cucunya tidak menikeh dengan
MNeneng Hariang maka cucunya akan siekat bunuh dir.”™

Penjelasan H;. CBW mengatakan bahwa dia telah berupaya
semaksimal mungkin untuk mencegah tenadinya perkawinan tersebut,
termasuk diantaranya dengan memisahkan sekolah secara berjavhen antara
keduanya, namun demikian tetap saja dengan campur tangan yang sangat
dominarn dari H. AS yang merupakan Kakak seayah dari NHSR atau ansk tiri
dan Hj. CBW sendiri, maka perkawinan tersebut felap teriaksana. Meskipun

dikemudian hari perkawinan tersebut menimbulkan banyak masalah.

2.8, Upaya hukum vang dapat dilakukan nntek melindungi kepentinganp
anak yang lahir dari perkawinan vang tidak diterbitkan akia nikah
karens alasan fasad

Perkawinan adalah sesuaty yang sakral, bahkan wmat Islam
menganggapnys sebagal ibadah. Perkawinan adalah sesualu yang amat
penting bhagi kehidupan kita termasuk kehidupan agama Xarena itu umat
Istam di Indonesia ingin agar perkawinan ifv sah menurat hukum agama dan
sah menurul hukom negara,

Apabila telah ferlanjur terjadi pernikahan yang menurut agama tidak
sah dan menurut hukum negara juga tidak sah, maka terhadap perkawinan
yang demikian akan banyak menimbulkan masalah, masalash yang penting
untuk dicarikan jalan keluamya adalah  berkaitan dengan  masalah
perlindungan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak

memiliki kekuatan hukum.

" wawancara denpan Kepala KUA Kadipaten OS5, S.Ag, tangea! (2 Eebruari 2009
H Wawancera deagan H. AS, tanggal 12 Februari 2009
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Untuk memberikan perlindungan terhadap ansk karena orangtuanya

tidak memiliki akta nikah karena alasan nikah fasad, maka upaya vang dapat
dilakukan adalah mencoba untuk mengesahkan perkawinannya tersebut
melalui lembaga fishat Nikah (Pengesashan Nikah), Namun demikian
Pemerintah sampai dengan saat ini belum memberikan legalisasi terhadap
pemikahan di bawah tangan atau nikah siri manpun {erhadap nikah kontrak
bahkan pernikahan yang fasad dengan mengesabkannya, itka pasangan yang
menikah secara di bawah tangan atau nikah sirl atau nikah kontrak atau nikah
vang fasad dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, maka hal
ini akan menjadi presedsn yang bursk, karenaz hal ini akan semakin
menyuburkan pernikshan yang demikian ifw, agar Gdak tegadi lagi
pernikahan di bawah tangan atau nikah siri atau nikah kontrak, yang memang
- sangat merugikan kaum perempoan dan ansk-anak hasil pernikahan tersebut,
Maka ifshat nikgh di batasi dengan alasan yang limitatif berdasarkan
ketentuan Pasal 7 ayat (2) KHI, dalam hal perkawinan tak dapat dibuktikan
dengan Akia Nikah, dapa{ ﬁiajz}ican itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Menurut Pasal 7 ayat (3) KHI, #sbaf nikah yang dapat disjukan ke
Pengadilan Agam& terbatas mengenal hal-hal yane berkenaan dengan :

{a}. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian pernikahan.

{b). Hilangnya akta nikah.

{c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

perkawinan,

(d}. Adanya perkawinan vang terjadi sebelum berlakukan UU No.

Tahun 1974 tentang Perkawinan.

{c). Perkawinen yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai

halangan perkawinan.

Yang berhak mengajukan permohonan lsbat nikah adalabh suami,
isteri, anak-anak mereka, wali nikah den para pihak yang berkepentingan
dengan pernikahan itu,

Adapun prosedur penyelesaian Jisbat nikah tersebut : 7

BeDampak negatif nikah siri bagi perempuan dan anmak”  <hup/fwww.idloint

bandagcehawarpes heme>, diakses 14 Maret 2009
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1. Pemohon (suamifisteri) mengajukan perkara permohonan kepada
Pengadilan Agama.

Z. Pengadilan Agama. menyidangkan perkara tersebut dengan acara
volupteer (tanpa sengketa) dengan mendengarkan Keterangan
pemohon dan para seksi seria memeriksa surat/dokumen yang
berkaitan (bila ada).

3 Apabila permohonan dikabulkan, maks penetapan hakim akan
berisikan, dikabulkannya permohonas, menetapkan sahnya
pernikahan tersebui, menghukum pemohon untuk membayar biaya
perkara.

Terhadap pernikahan antara NHSR dengan HO tidak dapat dilakukan
upaya itsbat nikah, karena meskipun alasannya adanya keraguan tentang sah
atan tidaknya salah satu sysrat perkawinan scbagaimana batasan huruf ¢ Pasal
7 ayat (3) KHI, namun jika melihat kedalam ketentuan huruf ¢ pasal tersebut
yaitu d‘engan calatan bahws perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang
akan melakukan ifsbat nikeh tidak mempunyai halangan perkawinan,
sedangkan terhadap kasus perkaswinan antara NHSR dengan HO, terdaput
halanpgan perkawinan yaitu karena antara keduanya masih mempunyail
h&bmgan darah.

Apabila upaya hukum tersebut tetap tidak dapat mengesahkan
perkawinan tersebut, maka upaya lain yang- dapat dilakukan oleh NHSR dan
HO untuk melindungt kepeatingan anak-anaknya adalah dengan cara tetap
mengaiukan permohonan pembuatan akta kelahiran untuk anaknya, meskipun
hanva tercantum nama Ibu saja daiam akia kelahiran tersebui, hal il masih
lebih baik daripada anak tidak memiliki akta kelahiran sama sekali. Hal lain
vang sebetulnya dapat dilakukan oleh HO adaiah dengan cara membuat akia
pengakuan anak, namun demikian hal ini juga ferbentur kepads ketentuan
Pasal 272 KUHPerdata yang mengecuaiikan anak swnbang dari lembaga
pengakuan anak. Hal yang paling muagkin vntuk dilakukan untuk melindungi
kepentingan anak adalah dengan cara tetap membiayai kepentingan anak-
anaknya termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya, Karena anak-apak dari
HO tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan dirinya, sehingga tidak
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menimbulkan hobungan waris mewaris, maka upaya yang dapat dilakukan
olch HO dengan cara memberikan hibah kepada anak-anaknya terssbut, untuk
keperiuan masa depannya kelak. Hal inilah yang masih mungkin untuk
dilakukan terhadap pernikahan yang tidak diterbitkan akta nikshnya kar¢na
dinilai pernikshannya fosad, disebabkan oleh masih ada hubungan darah
antara keduanya.

Mengingat lemahnya perlindunpgan terhadap perempuan dan amak
sebagai akibat pernikahan yang tidak diakui secara hukum, maka hendaknya
para perempuan berpikir dua kali jika askan melakukan perkawinan yang
melanggar UU Perkawinan dann KHI, karena kerugian tidak banys menimpa
perempuan, tapi juga anak yang akan dilahirken. Selain perkawinan tidak
memiliki status hakum, hak-hak anak juga seringkafi terabaikan.

Hal tersebut juga berlaku terhadap pernikahan siri atau nikah di bawah
tangan, karepa dari sudul pandang hultun positif, aikah siri ataa nikah di
bawah tangan termasuk pernikahzn vang tidek sah secara hukum, karena
dinilai tidak lengkapnya svatu perbuatan hukom karena tdak tercatat secara
resmi dalam catatan resmi pemeriniah, Demikian juga anak vang lahir dari
perkawinan ini, dianggap tidak dapat dilepalisasi oleh Nepara melaiui akia
kelahiran. Sebagaimana kita ketahui, sefiap warga negara Indonesia yang
melakukan pernikaban, harus mendaflarkan pernikshannya ke KUA atau
Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan buku nikah/akta nikah, Sesuai
dengan Pasal § KHI, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat,
maka soualu perkawinan harus tercatat. Pasal 7 KHT aturan tersebut juga
menyebutkan, perkawinan hanya dapat dibukiikan dengan Akia Nikah vang
dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Sebagaimana yang telah discbutkan di atas tadi. Perkawman vang
fidak tercatat haik di KUA atau Kantor Catatan Sipil tidak mendapat
perfindungan hukum, Artinya, Ketika & kemudian hant perkawinan ini
mengalami peristiwa perceraian, sengketa warisan dan lain-lain, pars pihak
hidak dapat mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama, karena tidak

ada dasar untuk pengajuan tersebut,
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Menuret Rika Kuarnig, dampak hukum vang timbul dari sebuah
pernikahan dibawah {angan atau nikah siri akan terjadi kalau ada perceraian,
isteri sulit untuk mendapatkan hek atas harta bersama mereka apabila suami
tidak memberikan. Selain ity, jika ada wansan yang ditingpalkan suarni
karena suami meninggal dunia, isteri dan anak juga sangat sulit mendapatkan
hak dari harta warisan suami tersebut.’® Iika suami berprofesi sebagai
Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik isteri dan anak tidak berhak mendapat
tunjangan apapun.

Lebib lanjut Rika Kumia juga berpendapat bahwa sering dijumpai
hak-hak anak di kelvarga yang melakakan nikah dibawah tangan atau nikah
sin terabaikan, Karema senng dijumpal pria vang melakukan nikah di bawah
tangan atau nikah st kerap tidak mau beranggungjawab atas biaya
pendidikan dan kebutuhan anak-anaknva.’ Anak-anak vang lshir dari
pernikahan sirf atau nikah di bawah tangan biasanya juga kesulitan mendapat
akta kelahiran, sebab orang tuanya lidak memiliki 2kta nikah, Demikian

A halnya juga terhadap perkawinan yang tidak diterbitkan akta nikah oleh KUA
karena pernikahannya diniiai fasad dan tidak diterbitkan akta nikah, Sehingga
kedudukan isteri dan anak-anak secara hukum sangat lemah dan tidak

mendapatkan periindungan hukurn sebagaimana mestinva,

Dengan demikian upaya hukum yang dapat dilakukan untuk
melindungt kepﬂmingm\ anak yang lahir dari perkawinan yang tidak
diterbitkan akia nikah karena alasan fasad menjadi sangat terbatas, karena
banyaknya kendala yang dihadapi dalam rangka memberikan perlindungan
kepada anak yang dilabirkan dalam perkawinan vang tidak diterbitkan akia
nikah, karena berdasarkan ketentuan UU Perkawinan terhadap anak tersebut
hanya memiliki hubungan keperdatagn dengan ibu dan keluarga ibunya,
sehingpa anak-anak dari perkawinan antara HO dengan NHSR menjadi anak-
anak yang masuk kedalam kategori anak luar kawin. Berbagai upaya telah
dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anaknyas tersebut,

Dampak negatif nikah siti bapl perempuan dan amak”  <ltpfwww.idioint
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termasuk diantaranya yaitu dengan mengupayakan pembatalan perkawinana
diantara keduanya, meskipun pada akhiraya fidak membuahkan hasil.

Oleh karena antara anak-anak dalam perkawinan tersebut tidak
mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya (vaita HO), sehingga
tidak timbal hukum waris mewaris, maka upaya yang dapat ditempuh untok
memberikan  perlindungan  kepada anek-anaknya vyaitu dengan cara
membenkan hibah atau hibeh wasiat kepada anak-anaknya, agar kelak
dikemudian hari, anak-anaknya mendapatkan bekal untuk melanjutkan
kehidupannya. Upaya terscbut merupakan upaya yang paling dimungkin
untuk memberikan sedikit perlindungan kepada anzk-anaknya.

Kedudukan Dan..., Dewiana Raspfigng aitde Wilornasia




BAB3
PENUTUP

3.1.Simpulzn

Dari apa vang telah peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka

dapat diambil beberapa kesimpulan scbagai berikut

1. Kedudukan dan status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak
diterbitkan akta nikeh karepa alasan fasad vang discbabkan masih
mempunyal hubungap darah menurnt hukum islam adalah anak luar
kawin yang terpolong syubhat yang dilabirkan dan suatu akad, ia
hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunva
saja, Sedangkan memirut Pasal 43(1) UU Perkawinan kedudukan
angk tersebut merupakan anak luar kewin dan hanyva mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan kejuargs ibunya, Peraturan
Pemerintah yang diamanatkan oleh U Perkawinan khusus
mengatur Kedudukan anak luar kawin belum dibemuk maka untuk
memperaleh hak keperdataan dengan bapeknya harus melsh
peﬁgakaarz-anak« Tetapt U mengecualikan pengakuan bagl anak
hasi! perkawinan sedarabh,

2. Upaya hukum vang dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan
anak vang lahir dari perkawinan yang tdak dilerbitkan akta nikah
karena alasan fasad yaitu dengan mengesahkan perkawinannya
tersebut melatui lembaga fishat nikah {pengesahan nikah). Apabila
upaya fisbat nikoh tHdak dapat mengesahkan perkawinan tersebut
maka wupaya lein yang dapat dilakukan wntuk  melindungi
kepentingan anak luar kawin kerena fosad adalah dengan cara
mengajukan permohonan pembuatan akia kelahiran untuk anaknya,
meskipun hanya tercanium nama fbu saja dalam akta kelahiran
tersebut, hal int masih lebih baik daripada anak tidak memiliki akia
kelahiran sama sekall, upaya terakbir yang dapat ditempuh untuk

memberikan perlindungan kepada anak yang lablir dari perkawinan
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yang tidak diterbitkan akta nikah karena alasan fasad yaitu dengan

cara memberikan hibah atau hibah wasiat kepada anak-anaknya.

3.2, Saran - Saran

1. Pengesahan stams anak hasil perkawinan yang sedarah perlu adanya
penetapan pengadilan demi terciptanya kepastian hukum serta adanys
periindungan hukum terbadap anak vang dilahirkan dalam perkawinan
yang tidak diterbitkannya akia nikeh karena alasan fasad. Disamping itu
hendaknya Pemerintah  segera mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah
sebagaimana vang diamanatkan dalam Pagal 43 ayat (2) Undang.undang
Perkawinan mengenal Peratoran Pemerintah yang mengatur mengenai

kedudukan anak luar kawin, demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

2. Kepada masyarakat yang hendak dan akan mclangsungken perkawinan
hendaknya betal-betal memperhatikan mengenal syarat-syarat, rukon-
rukun seria larangan-larangan dalam perkawinan, mengingal peatingnya
artt sebuah perkawinan yang sab secara hukum, karena perkawinan yang
diakul secars hukum akan memberikan perlindungan hukum baik terhadap
pasangan {saami isteri) maupon terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam

e i,

perkawinan tersebut termasuk mengenal harta bersama yang dihasilkan
dalam perkawinan termasuk dalam kajtannva dengan hak waris-mewaris,
Dengan memperhatikan  lemabnya  perlindungan  hukum  terhadap
perkawinan yang tidak diakui keabsghannva secara hukum, maka
hendaknya setiap perkawinan harus memperhatikan berbagal aspek,
diantaranya aspek agama, aspek budaya dan aspek hukum.

Kedudukan Dan..., Dewiana Raswinarni, FH Ul, 2009
Universitas indonesia
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